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%@gayah Pm‘k@mbamgaﬂ Irganisasi Sosial
- dan Partai Politik di Endm&esw

o }gRISTIADI*

_PENGANTAR

" Dua substanss pokok yang akan dlbahas dalam tulisan ini adalah
organisasi sosnl dan parial poimi\ dl lndoneqa ditinjau dalam perspektif se--
1'111321

“Untuk maksud itu imany't perlu terlebih dahu§u duelaskan tentang
pengertian:pengertian tersebit,

“Pengertian tentang orgaisusi sosial: Dalamy art luas organisasi sosial
“adalah kescluruhan dari bentuk- beniuk kerjasama sekelompok manusia yang
saling mungikat diri untuk mencapai tujuan tertentu. Termasuk dalam penger-
tian ini adalah organisasi yang mempunyai tuzjuan politik maupun vang tidak
mempunyai tujuan politik  langsung seperti serikat sekerja, koperasi,
organisasi-mahasiswa, maupun organisasi yang secara khusus mempunvai tu-
juan politik langsung seperti partai politik, kelompok penekan, kelompok in-
teres, dan lain-lain. Dalam tulisan ini yang dimaksudkan dengan organisasi
sosial adalah organisasi sosial dalam art yang sempit, yaitu sekelompok ma-
nusia yang saling mengikat diri untuk bekerjasama untuk mencapai tujuan
tertemu di mana tujuan tersebut tidak secara langsung bermaksud mempe-
ngaruhx. i\eblyll\an politik negara, yang lazim pula disebut organisasi ke-
masyarakatan.

Pengertian tentang pariai politik: Partal politik umumnya diartikan
sebagai kerjasama sekelompok manusia yang secara sadar dan sengaja bertu-
juan mempengaruhi, dan kalau mungkin, mengendalikan kebijakan politik
negara. Organisasi vang mirip dengan pariai politik (mempunyat tujuan untuk
mengambil bagian dalam memperoleh kekuasaan dan secara ridak langsung
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h1empengaruhi kebij'ikan politix negara) adalah kelompok penekan .dan
Z\elompok kepcmmgan Mamun mengenai organisasi teral\lnr int txdak akan
icarakan iebih mendaiam lagi.

gkandengan . organisasi 5051a1 yang, iam pd]‘[al polnak mem-

Spunyaicirivang l\husus karena b1az~.anya partai ]}oiluk menjalankan fungsx—
funlm scbagai berikut:?

' ’Pertama, Parlal sebagal sarana komunikasi: Partal mengumpulkan dan menyalurl\an

idapal-pendapat :dan aspirasi vang tumbuh dalam masyarakat (Intesest Aggregation),

Serta mengolah dan- merumuskannya dalam bentuk vang terarur (Interest Articulation).
Semua kegiatan tersebui dilakukas oleh partai sebagal usul kebijaksanaan vang dnampm-
kan chada pt.mcriniah agar dijadikan kebijaksanaan visum (public polley).

Di lain pihak partai juga berfungsi membahas dan menyebarluaskan rencana serta kebi-
jaksapaan pemerintah.  Dengan demikian terjadi arus informasi dan dialog dari atas ke
bawab dan dari bawah ke atas,

Kedua, Parai sebagai sarana sosialisasi politik: Dalam usaha menguasai pemerintakan
melalui kemenangan dalam Pemilu, partai harus memperoich dukungan seluas mungkin.
Untuk itu partai berusaha menciptakan image bahwa ia memperjuangkan kcpcnimg,an
umurms. i samping menanamkan solidaritas dengan parfai, pariai politik juga mendidik

toranggoig-angeotanya, menjadi warga negara yang bertanggung jawab lerhadap kepentingan
_nasmnal mcndorong lumbuh dan berkembangnya identitas dan lnn_arasn nasional.

I\mma Paria scha;,al sarana recruitment peiml\ Pariai poizslk juga bcrium.sn m mari

dan mengajak orang yang berbakal untuk turul akeir dalam kegiatan politik sebagai anggota

copartai. Dengan demikian, pariai ikut serta memperluas partisipasi politik. Caranya melalui
komak pribadi, persuasi dan lain- fain. Juga partal berusaha untuk menarik golangan muda
untuk dididik menjadi kader vang dipersiapkan bagi proses regenerasi.

‘Keemnpat, Pastai sebagal sarana pengatur konflik: Dalam suasana demokrasi, persaingan

o..dan parhcdaan pendapat. dalam masyarakal merupzkan gejala vang selalu muncuol,” maka
\ par[al politik, dalam hal ini harus mampu berperan ar.i)agal pengatur perbedaan- pcs‘be.daan
Y pend‘ip'ﬂ ci n p.andang,an tusebut i

Sejamh pertumbuhan partat politik dalam negara yang modern dlmulax
Iebih kurang 100 tahun yang. lalu bersamaan dengan berkembangnya proses
terbentuknya lembaga perwakilan (parlemen) dan pemilihan umum. Seridak-
.tidaknv_a ada tiga teori mengenai asal-usul tumbuhnya partai politik ini.>.

Per{ama adalah teori msmusmnahsass Menurut teori inj perkcmbangan
partan pohtlk berhubungan erat dengan ‘muncuinya lembaga perwaklian dan
meningkatnya secara bertahap hak pilih rakyat yang biasanya diiakukan

) ‘Mcngcnal kelompok ;)cmi\an dan kelompek interes dapat dibaca lebih ]anjul dalam buku
Mmmc Duverger, Parties Politics and Pressure Group, maupun dalam buku Reader AL, Com-
paraiive Politics; dalam artikel: " Pressure Group and Interest Group,” hal. 389-408.

—Mmam Budiardjo, Dasivr-clusar Hu Politik, Jakarta, PT Gramedia, 1977, hal. 163-164.

3Llhal Toseph La Polambara and Myron Weiner, Poiitical Parties and Political Deve.’r}pmenf
New Yersey: Princeten University Press, 1966, hal. 7-21.




smelalui pemilihan. vmum, Pertumbuhan .partal bisa teriadi:secara internal
~(dilihat.dari-posisi anggota:lembaga perwakilan) vaitu:bila diperlukan wadah
-semacam-pariai -politik untuk :mencipiakan-fraksi-fraksi dalam:lembaga per-
swakilan gina menjamin~terpi1iimya-ahggota fraksi-fraksi.tersebut dalam lem-
-baga perwakilan. . Pertumbuhan pqrtal bisa.secara cksternal yaitu-bila partai
~politk: iumbuh di:luar.lembaga: perwakﬂan selalu. terlibat: sebagai . oposan
spenguasa danmenuntut:perwakilan;dalam parlemen serta menuntut perluasan
hak pilih. Partcu po]mk Jenis.ini adalah gejala:terakhir :dalam:masyarakat: di
negara; bckembang vang biasanya: wncul untuk jpertama kalinya dalam ben-
Luk senk’;t buruh koperasx atau, orgamsasx sosial dan lain-lain. : :

T e0ri” keduu adafah teon krsszs Menurul teori - ini, ”ersxs diartikan
_sebagai perkembangan situast ‘;eﬁirah dan sistem pohuk tradisional. menuju
sistem politik vang lebih maju, Dalam situasi.yang demikian bisa muncul par-
tai atau organisasi politik barn, Cara kelompok penguasa menghadapi krisis
terscbut ‘akan menentukan corak sistemipolitik partai yang akan muncul.
‘Krisis-krisis politik intern itu bisa dipetcepat oleh perubahan-perubahan, vang
‘kadang-kadang~ terjadi - secara :serentak, seperiti perang, inflasi; depresi,
ledakan penduduk, atau perubahan‘perubaban di bidang pendidikan, industri
pertanian, mass mediay yang dianggap kurang radikal, Dari krisis politik 4n-
tern semacam itu bisa mengakibatkan masalah yang lebih fundamental yaitu
krisis leg111n1a51 integrasi dan partisipasi. Dakam situasi semacam ini bisa ter-

jadi erosi terhadap - pola kepercayaan * tradisional, khususnya karena
mempengaruhi hubungan individu terh’tdap penguasa sehlngga par1a1 polmk
atau organisasi baru akan itmbul '

Teori keliga adalah teori modernisasi.Menurut teori ini tumbuhnya pariai
politik disebabkan oleh semakin meluasnya modernisasi atau pembangunan.
Misalnya: munculnya kelompok-kélompok sosial akibat dari kemajuan-
kemajuan ekonomi, atau muncul dan berkembangnya kelas-kelas wiraswasta
serta bertambahnya kelas profesional yang spesialistis. Namun demikian,
teori pertumbuhan tersebut tidak berlaku wmum, karena banyak negara-’
necgara yang membentuk parial polltsk sesuax dengan kepemingan dan perkem—
baﬂgan masvarakatnya

Bagaimana dengan perkembang’m organisasi sosial dan partai politik di
Indonesia?

Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, munculnya organisasi-
organisasi tersebut dalam pengertian modern baru menjadi berarti dan ber-
fungsi pada saat sekitar munculnya organisasi sosial yang berkembang men-
jadi organisasi politik {(partai politik). Melalui cara ini, organisasi bisa me-
mainkan peranan tertentu dalam masyarakat dengan cakupan tujuan yang
lebih luas. Adapun fujuan vang sangat memacu pertumbuhan organisasi
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53-tersebut ‘adalah’sfer wijudnya: kemerdekaan Indonesia. maupun- tercapamya
“eitar cita prok}amaqt yang tebiliuas seria tumbuhnya bangsa Indonesia‘sebagai
satu nation ‘barurDinamika; perkembangan organisasi-organisast: tersebut i-
“warnai: dan dabentuk -0leh beberapa aliranideotogi ch antaranya ada ttga yang
--'-zumbuh dan: berkembang secara kuat di:lndonesia:! Dalam garis besar: aliran-
_:ahran 1deolags tersebut adalah: aliran kebangsaan; keagamaan, dan Barar mo-
dem non keagamaan (sekular). Ketiga‘aliran tersebut mewujudkan dm dalam
“organisasi-organisasi politik-dan kemasyarakmau Baru setelah para p;mpman
.0rgan15351 dapat menempatkan orientasi ideologi kebangsaan-di atas: semua
ideologi lain, ‘vang dituangkan dalam ’Sumpah Pemuda,”” maka kekuatan
kebangsaan mulai menunjukkan keampuhannya. NMamun dinamika segarah
rkcmbangan erakan tcrqcbut fidak berhenti seteiah tercapai Remetdekaan
melainkan terus beriangsung sejalan dengan hukum perkembangan masya-
rakat yano scla]u mengalaml perubahan

Tuhsan ini seLara umum, bermaksud meneiusun dmamlka sejarah pcrkem»
-_b.an_gan..o_r_gamsasx kemasyarakatan dan.partai politik tersebut sehingga:dapat
ditemukan kaidah-kaidah sosial yang ajeg dan mantap yang menjadi landasan
bersama-mewujudkan rujuan-nasional, sedangkan secara khusus ingin ‘nen-
dalami: proses kristalisasi politik . dalam gerakan organisasi tersebut. .

Uniuk memapax mjuan itu dladakan per;odxsam sebaga1 benkut' e

Perlama periode sehelum kemerdei\aan 1508-1945
Kedua,. periode mempertahankan kemerdekaan, 1943-1950
Ketiga, periode demokrasi liberal, 1950-1959

Keempat, periode demnokrasi terpimpin, 1959-1963
Kehma peraocle demokrasi- Pancamla 1966 sckarang

Dan akhsrnya tuhsan ini akan dlakhm dengan catatan penatup.

PERIODE SEBELUM KEMERDEKAAN, 1908-1945

Awal informal kehidupan partai politik di Indonesia dapat dilacak mulai
dari berdirinya organisasi Budi Utomo tahun 1908. Semula organisasi tersebut
hanya - bertujuan memajukan pengajaran sebagaimana dltegaskan dalam
kongres pertama;

~ “kemajuan yang selaras (harmonis) bual negeri dan bangsa, terutama dengan memajukan
pengajaran, perianian, peternzKan dan dagang, teknik dan indusiri, kebudayzan (kesenian)’.?

" ‘Bandingkan dengan pertumbuhan partal politik di Eropa yang merupakan eksprest: dari
konflik icieolmzi liberat versus konsesvatisme; sosialisme versus kapitalisme. )

TIAK Priggodigde, Se;mair PL’IL{(’IH]\GH RaA mr Indonesia, Jakaria: Penerbit Dian Rakva[,
1980, ‘hal. 1. : i : R
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Meskipun: Budi. Utomo - tidak = secara  eksplisit - menyatakan = cita-cita
kemerdekaan; tetapi berdirinya Budi Utomo  merupakan langkah awal vang:
penting ‘bagi ‘gerakan: organisasi -kemasyarakatan untuk mencapai kemerde-:
. kaan:Indonesia: Masyarakat Indonesia yang majemuk baik karena perbedaan:
'.SUku,-...agama_;.-.keturunaﬁ;- ideologi ‘mulai ‘mempergunakan ’organisasi’’.
sehagai: syafai“ utama - perjuangannyva. Sejakidtu- tumbuh cmacam-macam

orgamsasz vang mencerminkan kemmemukan masyarakat Indonesia. '

Kcmajemulaaﬂ masyarakat Indonesia fersebut diwarnai oleh 1deolorz|"='
organisasiz. seperti.ideologi-keagamaan, ideologi: kebangsaan dan. ideologi
Rarat modernmon-agama {sekular), di samping masih-tampak adanya 1deoiog1

- kedaerahan dan ideologi: campuran:

Orgamsasx masyaraka{ yang mempunyai onentas; 1deolog1 kebamsaan
selain. Budi Utomo antara lain: Pemuda Indonesia, De Indische Partij, Pex-:
himpunan Pclajar Indonessa Pcrsatuan Bangsa Inclonesw Komite Persatuan:
Indonesia dan lain- lain. Orgamszm masyarakat yang. mempunyai orientasi,
1deologx keacamaan adalah Sarekat Islam (1912} yang semuia didirikan karena
alasan ekonomis dan I\eagamaan Hal ini tampak dari tujuan dalam anggaran
dasar organisasinya sebagas berikut: *’mencapai kemajuan rakyat yang nyata
dengan jalan persaudaraan di antara kKaum muslimin semuanya. ** Perkem-
bangan selanjutnya. Sarekat Islam menjadi Partai Sarekat Islam (PSI) tahun_
1923, dan menjadi Partai Sarekat Islam Indonesia (PSIi pada tahun 1929) _
Sementara itu, pada tahun 1923 di Yogyakarta oleh umat Katholik Jawa teiah
didirikan . suatu. perkumpulan politik dengan nama '*Perkumpulan Polml\
Kathoisk D}awx” (PPKD). Di samping itu masih ada organ15351 masyarakat_
vang juga mempunyal landasan ideologi i\eavamaan antara lain: Muoham-
madivah {tahun 1912), Nahdlatul Ulama (tahun 1926) dan Persenkatan_}(au_m'
Kristen (tahun 1929). Sementara itu ada organisasi masyarakat yang ber-
pegang kepada ideologi Barat Modern non-agama: dimulai dengan berdirinya
ISDV" pada ‘tahun 1914, dan kemucﬂan ISDP (1917) dan kemudian Partai
Komums pada rahun 1520.

“QOrganisasi-organisasi yvang secara ideologis mempunyai sifat majemuk
tersebut mencapai kristalisasi: dan titik temu pada semangat dasar o
penjajah untuk mencapai kemerdekaan. Puncak kesadaran semacam itu ter-
jadi pada Kongres Pemuda tahun 1928 menyatakan bahwa:

Pertama:: Kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu, ta-
nah air Indonesia;

Kedua : Kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa In-
donesia;

Ketiga : Kami putra dan puiri Indonesia menjunjung bahasa persatuan,
bahasa Indonesia,
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“i'Dengan-demikian peristiwa Sumpah Pemuda merupakan peristiwa. yang’
sangat:penting bagi perkembangan kehidupan politik selanjutnya: ’\/Euléi saal
itukemajemukan masyarakat Indonesia dapat dipersatukan dalam semangat
kebangsaan sebagai ideologi dasar dari gerakan-gerakan selanjutnya. Namun.
demikian harus diakui bahwa sekalipun kebangsaan telah menjadi ideologi
dasar-gerakan masyarakat, aliran-aliran lain masih tetap berkembang dan

" bahkan tidak-jarang:merupakan tenaga penghamba: dalam mencapai persa-
tuan kemcrdckadn kebanﬂsaan lndoncsxa

Klranya perkembangan kesadaran berbangsa untuk mendirikan negqra in-?
donesia'yang merdeka, tidak lepas dari munculnya partai politik vanggecara
lebih tegas, menyatakan kemerdekaan kebangsdan Indonesia sebagai’(ijtian:
Hal ini antara lain dilakukan oleh -organisasi yang bernama “’De indische
Parm yang dxdkr;kan pada tanggal 25 Desember 1912 vang anggotanya ter-
diri dar: segaia ”bangsa tanpa memandang keturunan asalnya sebaga1 orang
’Incher’ e Rumusan tujuannya jelas: ""Indie merdeka;” dasarnya: ”Nauonal
Indis;:he dengan semboyan Indie untuk Indiers berusaha membangun rasa
cinta tanah air dan semua Indiers, berusaha mewunjudkan kerjasama yane e;at
umuk kemajuan tanah air dan menylapkan kemerdekaan. L

Organisasi politik lain yang merupakan cikal-bakal partai politik di In-
donesia adatah Partai Sarekat Islam yang berdiri tahun 1923. Partai tersebut
merupakan perkembangan dari organisasi Sarekat Dagang Islam. Selamutnya'
perkemhangan kepartaian di Indonesia pada masa pra-kemerdekaan ‘tetap
dxwarnat oleh aliran-aliran ideologi keagamaan kebangsaan dan Barat
Modern nOﬂ agama Kemajemukan orientasi tersebut masih ditambah denqan
takt:k partai poiitik dalam menghadapi Belanda, vyaitu bekerjasama (ko-
peratif) atau tidak bekergasama (non- koperaitf} Adapun partai-partai polmk
tersebut aniara lain:

a. Partai pohnk vang berahran agama - seperts Partai Sarekat Islam Indo-
nesia, Partai Islam Indonesia (PARI), Christilijke Ethise Partij (CEP) di-
dirikan tahun 1917 yang kemudian berubah menjadi bernama Christilijke
Staatkundigde Partij (CSP-1930), Indische Katholijke Partij (IKP) 1ahun
1918, Perkumpulan Katholik Jawi (PPED-1925). :

b. Partai polmk yang berai;;_an kebangsaazj antara lain: National Indische
Partij, Partai Indonesia {Partindo), Partai Persatudn Indonesia, Partai
Rakyat Indonesia, Persatuan Bangsa Indonesia, Perhimpunan Indonesia.

¢. Sedangkan partai politik yang beraliran Barat Modern nbn—agama (sekular)
misalnya, Indische Sosiaal Demokratische Vereniging, Partai Komunis In-
donesia dan lain-lain.

Ubid., hal. 11 dan 12.
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.. Pada periode.pra-kemerdekaan ini yang menarik adalah persepsi.-dari-op-. .
gani_s;é_si;poii_ti_i_(;_.t_en__ta_z}g periunya menvusun-kekuatan yang efektil guna me;
wujudkan cita-cita bersama. Maka dalam pelaksanaan politik bergabunglah.:

. partaj- paatal tersebut dalam: Sd{u wac%ah PPPKI pada tanggal 17 Desember:;
1827, TUJuan PPPKI] adaiah

Mcnvarmk’m arah 1ks| keb'mf,saan mcmpmkuamva dc.naan memperbaiki orgamsq
deny}n kerja bersama anlara organisasi-organisasinya dan dalam pada itu; #
) 2 Menﬂiﬁndaikan pClSlehan Sesanid angs_olanva, vang, hanva blsa mclcmahkan aksa kc
i ang,sa'm saia ' : :

PPPI\I mene[apk’m bahwa i da."am gabungan nu tldak akan d:perun-*""
_dmgka_n_ asas-asas, sekalipun pariai-partai- yang bergabung mempunyai paham:: .
vang-berlaihan.. MNamun tidak jarang terjadi perselisihan; Antara lain serangan
golongan Islam terhadap golongan nasionalis yang diang gap akan mendomi="
nasi pengaruhnya di antara golongan-golongan yang ada “Tetapi aal ;tu udak
mcngcndur]\an sxka mere}\a yang ant: penjajah '

'PPPKI sebaam wad'ih organisasi pa;tat-po%:tik mengalami kemunduran ge-
telah’zagal ‘melaksanakan kongres keempat bulan Desember 1933 karena‘la-”
rangan Pemerintah Belanda. Liebih kurang empat iahun setelah ms orgamsasr_'
ini ‘secara pertahan-lahan padam L g B

Se[c]ala PPPKI !cnyap, umul GAPI (Gabungan Partai lndone51a) tahun:
1934, yang ang,golanya antara lain terdiri dari: Parindra, Gerindo, Pasundan
Persatuan Minahasa, PS1I dan PII. Tujuan GAPI sangat tegas yaltu ”Mem-
pcrsazukan pariai palmk Indonesia Raya ” Dasar aksi. GAPI adalah hak
mengalar dsrs sendiri, petsatuan kebangsaan yang mehpuu seluruh :akyat In- .
cdonesia dan bersendlkan oemokrass 3 Keanggotaan GAPI semula hanya me- _
ilpull parlas politik saja, narmun sutelah kongres bulan Desember 1939 diten-
tukan bahwa anggota GAP! terdm dari perkumpulan perkumpuian dan :
partai-par tal Dalam E\cmgres 31 Januan 1941 GAPI tela h menetapkan ben- .
tuk ;Jemermiahan yang cﬁsmgml

Dengan demikian jelas bahwa organisasi sosial dan partai politik tumbuh~
dan berkembang sehmaga memptnyai konsep yang makm “menyeluruh®
mengenaa bentul\ ncgala Indonesn o

Pcrkcmbdngan untuk mewujudkan cita-cita-negara lndonessa vang mer--
deka lebih dipacu lagi olgh pendudukan Jcpang tahun 1942 yang memberikan
vanvak konsesi politik kepada para pemimpin, pergerakan atau golongan ke-
bangsaan, dan golongan Islam. Konsesi tersebut antara lain Pemerintah Je-

'Ibi(!., hal, 74,
i, hal. 141.
hid., hal, 146,
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pang’mengizinkan ‘berkibarnya Sang Saka Merah Putih, dan bahkan. pa

tanggal ] :Maret 1945 membentuk Badan Penyelidik Usaha-usaha Persmpan-
Kemerdekaah Indonesia. Hal-hal semacam ini memberikan dorongan vangise-~
makinkiat untuk mew ujudkan kemerdekaan, meskipun konsesi-konsesi
‘diberikan Jepang hanya taktik untuk mendapat dukungan rakvat Indonessa'
Repada J_epang dalam menghadapi tekanan-tekanan yang semakin berat dari

_ Perjuangan bangsa Indones:a yang sudah bc1 jalan lebih kurang setengah
-abad dan terutama per;uangan kemerdekaan melalui organisasi sosial. dan
polmk mencapai puncaknya pada-saat diprokiamasikan kemerdekaan pada
tanggal: 17 ‘Agustus;1945; Pada saat itu kesadaran bernegara dan berbangsa.
vang: duxwai aleh semangat persatuan kcbangsaan mencapai-titik kuimmast-

nya--.;_ i :

?ela}aran utama yang dapat dxambll dari peristxwa itu adalah bahwa ma— '
syarakat Indonesia yang majemuk mampu mencmpatkan ideologi kebangsaan
di atas .ideologi kelompok, dan karenanya bangsa Indonesia mampu mem-
bebaskan.diri dari belenggu penjajahan. Namun hal itu tidak berarti bahwa
proklamasi kemerdekaan mengakhiri konflik tdeologi dalam masyarakat yang
tercermin dalam organisasi sosial dan partai politik. Kemerdekaan baru men-
buktikan bahwa dengan ideologi kebangsaan, bangsa Indonesia mampu me-
nenwkan ‘nasibnya.! Kemerdekaan baru merupakan awal perjuangan bangsa
untuk memngkatkan harkat dan martabatnya sejazjar dengan bangsa bangsa
lein di duma Kemerdekaan belum menjanmin suatu negara lestari sebagal
bangsa vang ma'xdm. Hal li’}l dialami oieh bangsa Indonesia dalam tahun-
tahun seteiah kemerdekaan yang penuh dengan konflik ideologi. Pada masa'
itu’ seakan-akan para pimpinan masyarakat lupa bahwa kemerdekaan yang
diraih ‘dengan’ mengorbankan harta dan jiwa manusia, tidak harus chperta-_
hankan dan dilestankan dengan semangat kebangsaan. Karena Justru setelah
kemerdekaan timbul kembali konflik ideologi tripolar. Seakan-akan kemer-
dekaan membius kesadaran kebansaan para pem:mpm masyarakat pada
waktu i, :

ILihat Pidato i&enegaraan Presuien Repubhk }ndonesm Somharto di. depan Sldang DPR
16 Agustus 1984, tentang kualitas manusia Indonesia. >*I3i masa silam kualitas manusia Indonesia
itu telah merunjukkan keampuhan dalam mengatur negara Nusantara., Di masa-masa berikutitya
kualitas manusia Indonesia 1tu menunjukkan kemampuannya dalam membebaskan diri dari;
cengkeraman pen;ajahan asing dengan kekuatan sendiri. Sejarah sesudah Kemerdekaan Nasional .
membuktikan bahwa kualitas manusia Indonesia itu mampu mengatasi persozlan-persoalan yang' )
dialaminya sebagai yang baru lakir, Dalam Hma belas tahun terakhir i ini, kualitas manusia In-
donesia menunjukkan bahwa kita mampu membangun. Dengan bukti-bukti sejarah itn, dengan
rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan, dengan terus-mencrus meningkatkan
kualitas manusia Indonesia, maka dengan penuh kepercayaan kita yakin bahwa kita dapat me-
ningkatkan kualitas kita sehingga mampu berdiri tegak dan dengan Repribadian sendiri tumbuh
menjadi bangsa modern.”’
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'_PER}ODE SKEDUA: MASA MEMPERTAHAN}(A_N KEMERDIZKAAN
1945 1950 '

“Masa ini disebut periode mempertahankan kemerdekaan, karena bangq’z
Indonesia ‘disibukkan oleh kejadian-kKejadian untuk mempertahankan eksis-
tensi negara. Setelah prohhmass kemerdekaan, Belanda bermaksud kembali
-lnEﬂch.Sill Indonema dcngan berbaoaa cara. Usaha secara terbuka dilakukan
deng n'acrresu mmier I tahun 1947 dan disusul deng,an agresi mtl:te; 131 tahun
: nentara’itu a.ara—cara Vang lcb;h halus dipergunakan pula, seperti
_denga __?-_pcmndmgan pcruncﬁmgan ngaa;jatl “Renville, :Konperensi vieja
Bundar dan-lain-lain. Namun berkat kegizgihan dan semangat juang seluruh

. rakyatindonesia maka upaya-upaya tersebut.dapat digagaikan. Situasi intern -

tetap diliputi-oleh konflik-konflik ideologi-tripolar di antara kekuatan politik
dahm masyarakat yang antara iasn muncul dalam berbagai gerakan.

Daiam pada itu dapat dakatakan bahwa oema semanga{ kebangsaan per-
satuan dan kesatuan bangsa masih mewarnai kehidupan politik pada awal ke-
merdekaan. Oleh karena itu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia
(PPKD) dalam sldang tanggal 22 Agustus 1945 menetapkan membentuk Par-
tai Nasional Indonesia, untuk menggalang seluruh unsur-unsur kekuatan
masyarakat guna mendukung kemerdekaan Republik Indonesia. Secara lebih
lengkap ketetapan Panitia Persiapan Kemerdckaan Repubhk indonesia me-
ngenai Partai Nasional Indonesia adalah sebagal berikut:'

(1) Tujuan Pariai Nasional Indonesia adalah: Megara chublsk Indonessa yang erdauldl,
adil dan mal\mur bcrdasarkan Redw?alan rakvat : ¥ -
(2) Usaha memapal {u;uan nu adalah:
A, mempcrkmt persatuan’ hangba dan negars;
“bt mem;}erhcmr rasa’¢inta, setiz dan bakl kepada anah air;
s mengikhtiarkan program ckonomi dan sosial; perckonomian-disusun sebagai usaha
bersama berdasar atas asas golong-royong.

Mamun tampaknya beberapa tokoh masyarakat vang btrpengaruh pada
saat itu seperti Syahrir dan Tan Malaka tidak setuju dengan ketezapan PPKI1
mengenas Partai Nasional Indonesia sebagai satu-satunya partai politik di In-
donesia.! Mereka menolak Partai Nasional Indonesia sebagai partai tunggal
dengan alasan hal itu akan merupakan saingan KNIP yang merupakan satu-
satunya wadah untuk menghimpun seluruh unsur kekuatan masyarakat.
Adanya dua wadah yang mempunyai fungsi yang sama justru akan memecah
persatnan.’ Selanjutnya lahirlah maklumat pemerintah mengenai partal po-

1Gekretariat DPR- GR Seperempal Abad DPR-RL, jak'{r{a, 1970, hal. 5.

2G.McTurman Kahm Nationatism and Revoluiion in Indonesia, Cornell University Press,
ithaca, New York, hal. 148, Svahrir dan Tan Malaka merapakan tokoh-tokoh intelektval yang
sudah terkena pengarul aliran Barat Modern Non-agama. . :

3Ibid., hal. 148,
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litik’ yang dlkeluarkan tanggal 3 MNopember 1945 oleh Wakil Presiden RI yang'
: bunys selengkapnya sebagal berikut:

MAKLUMAT PEMERINTAH

.' Paltm Polmk Anjman ?cncmnaan Tcntang Pcmbemukazz Partax -partai Polmi\

Ba,rhubung. dcngan usul Badan Pehcr_]a Koml[e Nasmnal 1ndozms1a Pusat kepada Pe erin-
"tah ya dsbnnkan i.escmpalan Lepada Rakya[ sdaas-]uasnya untuk merdirikan panal-

g pz‘ri‘. oiitik, dcngan Testriksi bahwa’ ;mrta] partai itn hendaknva mcmperktzat peruangan"
ita memperialiankan kemerdekaan- dan’ ‘menjamin kéamanan- Masyarakat, Pemeuntah :

o mencgaskan ‘pendiriannya vang telah diamibil beberapa wakiu vang lalu, hahwa: P et

Pemcﬂmah menyukaiiimbulnya partai-partai politik karena dengan adanya partasnpar
itulah dapat dipimpin:ke jalan vang teratur segala aliran paham yang ada dalam masya- :
rakat.. . . ! :

2, Pemenmah bcrharap supaya partal-partal poinsl\ it telah tersusun sebeium dilangsung-
kan pem)lliaan angg oia Badan badan Perwakllan Rakyat pacia baian Januari 1946

:Jakar[a, B'Nopcm'be.r E945 :

Wakil Presiden _ :
MOHAMMAD HATTA

Sete[ah dtkeluarkan makiumat tersebut muncullah banyak partai politik yang
masing-masing menunjukkan asas ciri dan kekhususannya. Dalam garis be-
sarnya partai-partai politik tersebut dapat dibedakan dalam. tiga aliran ideo-
logi besar yaitu yang berorientasi pada ideologi keagamaan, ideologi kebang-
saan dan:ideologi Barat Modern Non- agama (Sekular) Partalupartas politik
tersebut antara lain:!

A Parmr pwlat Pr)hnl\ dengrm Id{’(}!ogl Kmeamamz, mlsalnya
1. Partai Masvuii, mnalnya da]am Aaggaran Dasar Pasal 1I, menyebutkan baélwa tu-
juan Partai adalah: .
a’’ Mencgakkan kedaunlatan negara dan agama Istam!
~b: Melaksanakan cita-cita 1slam dalam urasan kenegaraan.

2. FPartai Svarikar Is!a.'n Indonesia (PSH) mempm]yal asas amara la;n
" A Persaluan dalam umat Islam:
Kaum Partai SI Indonesia percaya bahwa untuk menjadikan umat Islam yang ber-
satu, lebih dabulu di dalam seluruh Fndonesiz mesti dibangunkan suate Kaum
{partai) yang tidak berpecah-pecah atau berbagi-bagi, sebagaimana diperintahkan
oleh Allah yang dinyatakan dafam surah Aala’ Imran (111 ayat ke-102,

'Kementerian Penerangan Republik Indonesia, Kepartaian di Indonesia, Sert Pepora 8, Ja-
karta, Percetakan Megara, 1951,
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b, :Sifat kerajaan (negara) dan pemerintahan:

~‘MNegara Indonesia, vang kaum:PSIE wajib mencapainya, pcmermmhannm harus-
lah bersifat-demokiatis,-sebagalsdinyatakan dizdalam Quitan surah Asy-Syura
(XL!I) ayat ke-38. \

":l_:.="Dx bafsianl 3 merkenaa dezman dasar-davu pandangan dikunukai\aﬂ bahwa:
i "”Bmmana dibikin rangkman terhadap. dasar-dasar yang I'l](ll‘ljﬁdl sandaran gerak-
. nya. :,:.Jak budmnva_ yaitu, dasar-dasar untuk memperiinggi derajat rakyat, da-
'_';;\'ulan dlbagl T i {a) dasar soqiai ekonomi; . (b) édsdr ;:»ohus {c) dasar cul-
“tureel. Semua dasar iy bersendikan kepada keknatan wgama Islam Artinys, sosial-
ekonomi sepanjang paham Islam. Politis sepanjang paham Islam dan cuitureel
sepanjang :pabam Jslam.. Walaupun menginjak fapangan politik, tetapi tetaplah
_3_ yang. menjadi; hukumd:}. Berpolitik karena agama dan-bukan beragama Karena
poimk ” :

asas yang dlmuat é; chhm Pasal 2 dan tujuan yang ierdamt di da%ﬁm Pasal 3 Ang-
- saran-Dasamya. Asas parlzu inifatah agama Islam:dalam syarfat dan ibadat menurm

azhab Saf¥’i r.a.dan datam itikad menuret.mazhab Ahlussunnah Wal Jamagzh.
Tujuan partai ini falahs Kalimatullaahi hijal ulajaa {keiinggian agama Istam) dengan
"arti vang seluas-luasnya. '

b

Partai Kristen Indonesia (Parkindo), dikemukakan:
. *Maka pada tanggal 18 Mepember 1945 didirikan di Jakarta partai politik Kristen
. yang bereorak nasional dan bertujuan: berusaha dalam lapangan politik; ekonomi dan
sosial menurut asas-asas firman Tuhan yang leemaktub dizdaiam Kitab Suci.”
Dalam anggaran dasar, Pasal 2, Pariai Kristen Indonesia mt.nyam}\an bahwa Partai
s Kristen Indonesia (Parklndo) berasaskan paham kekristenasn.
"5 Partal Katholik, d'ihm Anzgaran Dasar Pasal 2 ‘disebutkan scntazzg asas dan tujuan,
= ‘gebagai berikut: S
(1) Pariai Katholik berdﬁsark'm Ke-Tuhanan Jang \fiaha Fsa' pada umumnja serta
“Panija Sitapada’ chusasnia dan bertindak’ ‘menurut azas-azas Katholik,
(2) Tudjuan Partai Katholik ialah bekerdja sekuat_-kyamja ur_uul\ kemadjuan Re-
publik Indonesia dan kesedjahteraan rakjatnya.” '

B. Pariai-parial Politik a‘engun Ideologi J"\ebm?gsaan, mssaima
t. Parml Nasional Fidonesia (PNI) dalam Angg aran Dasar, Panl 2 dinyatakan bahwa
‘Asas Partai Nasiopal Indoncsia izlah: Sesic-nasional-demokrasi (Marhaenisme).
Di datam keterangan Asas, diberikan penjelasan sebagai berzl_{ut:
a. Partai Nasional Indonesia adatah Partai Rakyat. Asas Partai Masional Indoresia
ialab: Sosio-nasionabis-demokrasi (marhzenisme).
b. Asas sosio-nasional-demokiasi - adalah _g,abungan asas asas-nésionaiisme” dan
?sosio-demokrasi:”’ :
CU2, Poriai Persatuan Indonesia Raya (PIR;. Dalam Anggaran Dasar, Pasal 2, menyatakan
bahwa: "'Partai berdasarkan paham: Kebangsaan, Kerakyalan ‘dan Peri Kemanu-
siaan.’” Dalam uralan riwavainya dikemukakan bahwa didirikannya partai ini dido-

Ibid., hal. 110 dst.
2Pari hal-hal yang terdapat di dalam keterangan asas tampak adanya pengaruh ideologi Barat

Modern Sckular seperti sosialisme dan Marxisme, Ada gejala percampuran antara alam pikiran
kebangsaan dengan ajaran-ajavan dari beberape aliran di dalam ideologi Barat Modern Sekular,
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© rong oleh kehendak menyelamatkan kemerdekaan Indonesia yang baru diproklamasi-

kan;d_zin mmemperkuat :negara dan bangsa Indonesia dengan melaksanakan sungguh-

“ssungguh Pancasilz vang menjadi sokoguru Undang-Undang Dasar.

. Partol Indonesia Raya (Parindra), datam Anggaran Dasar, Pasal 2, dinyatakan bahwa
' "p'aftéi'_'berasas_:' Ketuhanan Yang Maha Esa, Kcbangsaan, Kerakyalan, dan Ke.
-adilan Sosial. Pasal 3 berbicara mengenai tujuan. Partai bertujuan: (a) Mernperkuat
" kedudukan'negara dan bangsa Indonesia; (b) Menyusun Negara Kesatuan Indonesia
““yang demokrasi; {c) Mencapai masyarakal yang sosialistis; {d) Mempertinggi kebuda-

yaan nasional. "

4. Partai Rakyvar Inffo;r_es'i:a (PRI Yang singkatnya adalah Partai Rakyat; menyatakan di
* “-dalam Pasal 2 Anggaran Dasarnya, bahwa Partai Rakyat Indonesia berasas Pancasila

menurut tafsiran Kongres wakiu mendirikan Partai, Partai ini- mendasarkan per-

S judngannya pada kekuatan-rakyat yang sadar dan diorganisasi. Adapun tufuannya,
“.sebagaimana fercantum pada Pasal 4 Anggaran Da._sarnya, adalal:
. (&)y*Mempertahankandan ‘menegakkan kedaulatan Negara Kesatuan Republik

‘Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agusius 1945,

{b) Mewujudkan ‘susunen negara veng berdasarkan Pancasila sebagal tercantum
dalam Pasal 2. I

{c) Mencapai terlaksananya perikemanusiaan, ialah perdamaian dunia yang abadi
dan persahabatan antara bangsa-bangsa - seluruh dunia atas dasar keke-
luargaan yang saling mengakus serta menghargai ‘kemerdekaan dan kedaunlatan

0 masing-masing.”? i Vit - :

. Partai Rakyal Nasional (PRNjJ, yang merupakan pecahan dari Partai Nasional Indo-

nesia, menyatakan asas dan tujuannya dalam Pasal 2 Anggaran Dasasnya, yaitu:
{1} Partai berasas paham kerakyatan (demokrasi}, pakam kebangsaan {nasionalisme)
dan.paham kekeluargaan {gotong-royong}. z
(2) Dengan berpegang kepada asas tersebut, Partai mengarahkan perjuangannya me-
nuju.mencapai: o h
A, Svatu aegara hukum yar_lg pemerintahannya difakukan atas ’suara rakyat fer-
banyak’ (meerderheinds-principe).
B. Suatu masyarakat yang "makmur-sejahtera,’ di mana:
a. perekono_mia_n disusun atas asas kekeluargaan (gotong-rovong).
- b. alat-alat produksi vang penting bagi nc_égara dan masyarakat dikuasai oleh
negara. R :
c. kekayaan alam yvang ierdapaa di tanah air dan edara dikuasai dan diper-
gunakan oleh negara uniuk keseiahteraan rakyai.”’

- Partai Wanita Rakyat (PWR). Dalam Anggaran Dasar, Pasal 2, dan Pasal 3, dikemu-

kakan bahwa "'Partai Wanita Rakyat berasas: Ketuhanan, Kebangsaan, Kerakyatan.”
Tujuannya adalah ’mencapai susunan masyarakai sosialistis atas dasar perikema-
nusiazn yang berkebudayaan dan ber-Tuhan.

Mengenal Asas dan Tujuan kebih lanjut diterangkan secara terurai sebagai berikut:

7a. Ketuhanan: ialah kenyatzan dan keyakinan bahwa seluruk kodrat alam termasuk
dunia terpimpin oleh Tuhan, cara menyadarkan dir atas pimpinan Tuhan ilu"m_e‘
lalui corak hidup tisp-tiap manusia yang hak (kemerdekaan jiwa). Akan tetapi

dalam sepala corak cara itn pengorbanan dan keikhlasan menjadi sendi-sendi

yang terutama.
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b Rcbangsaan ialah isasi corah h!dllp jiwa sesuatu bangsa dalam segala pernys-
taannya, baik lahir maupun batin sesuai dengan kodrat alam yang mengelilingi
;bangsa itu; sari ;m berwujud dalam kebudaysan dengan bentuk- bunwknya

= c, _Kemkyatan salah i)emak Kemanusiaan dqiam masyarakat yang menjamin hak
v kemanusiaan diap-liap anggota rakyal murba dengan tak ada perbedaan salu sama
- lain.Suara hati suci ‘rakyat. murba falah:suara Tuhan. . :

Kesxmpulan Dmgaza ke[erangan asas i’ ilendaknm tnp‘uap manusia: ke dalam
5 (batin) mengabdi kepada keyakinan Ketuhanan yang konsekuen, kc luar (di iapqngaﬂ
- masyarakat) mengabm kepada kemanusiaan yang l\onsckucn

T Pmm.' K@bangsamr Ina'wiesm (Parkz) Partai ini berasas ?ancasnia Ketuhangn Yanga

Wiaha Esa, Peri Kemanusiaan, Kebangsaan Indonesm, Kcrakyatan, Keadilan Sosial.

: Tu;uannya adalah: kesejahieraan dan Aemakmman rakval dl daiam satu negara yang
_-merdcka, berdaulat, demokratis dan adii’: i .

~Di samping semua itu masih cterdapat Pariai Kedaulatan Rakyat, Partai
-.Serikat Kerakvatan Indonesia, Partai Tkatan Nasional Indonesia, Parial Tani Indonesia,
- oyang dapat dianggap sebagai parlm—panal berideologi-kebangsaan.

: 'Dan pelbqgal variasi asplrasl ‘dalam- ;dco]ogz kebangsaan dan kerakyatan tampak tercam-
pur juga unsur sosialisme,’ khﬁsusnva Marmsme (ideologi Barat Modern Sekular), yaltw

A Partei Kedauiman Rakyat {(PKR} m:.ncanul asas Kedaulatan Rakyat (Marhaenisme),
vang mcnunjukkan penmruh Marxisme, sebagaimana diuraikan dalam keterangan
asasnya berikul ini:

»Partai Kedaulatan Rakyat berasaskan kedaulatan rakyat marhacn (marhaenisme).

. Kedaulatan rakyat marhacn menjadi dasar dari:

“a, Perjuanzan “kebangsaan: marhaenisme menghendaki paham gotong-royong,
““yaitu paham asasi dari kaum marhaen yang terdapat di Indonesia. Dalam segala
hal harus ada mupakat dan persamaan hak di fapangan politik, ekonomi dan
‘sosial, berarti harus ada demokmsx polmk ‘demokrasi ekonomt dan sosial.

'Demokrasz pol;ul\ mengakii Tiak yang sama bagi tiap-tiap warga negara untuk

ikut menentukan haluan dan susunan negara.

Demokrasi ckonomi mengakui hak tiap-tiap orang untuk hidup sama makmur

dengan yang lain dan 1idak menghendaki pemerasan satu terbadap yang lain.

Demokrasi sosial mengakui hak tiap-tiap orang untuk mendapat penghargazn
 yang sama dalam segala lapangan.

b. Perjuangan sedunia marhaenisme menuju ke;iada terleburaya penjajahan dan
penindasan dalam segala lapangan {anti-imperialisme). Paham marhaenisme
dalam hubungan internasional mengadakan perjuangar: radikal menentang ka-
pitalisme di duniz, sehingga tersusunlah suatu masyarakat bangsa-bangsa se-
dunia yang bebas dari penjajaban dan penindasan dalam segala lapangan.

b, Pariai Serikat Kerakyatan Indonesia (SK1) berdiri atas asas Pancasila yang memiliki
perumusan dan tata vrut tersendiri, vakni: (1) Peri Ketubanan; (2) Peri Kemanusiaan;
(3) Peri Keadilan; (4) Peri Kebangsaan; (5) Peri Kerakyatan. Tujuan partai ialah: pem-
bangunan negara di segala lapangan masyarakat {politik, sosial, ekonemi dan kebu-
dayaan umumnya) agar terwujud masvarakat vang adil, makmur dan sentosa, yakni,

‘Lshdl Pranarka, A.M.W., Sejarah Perkembangan Pemikiran Temqng Pancasila Sebaga
Ideologi, Dasar Negara, dan S“urrrhet Hukuni, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 1983,
hal, 132-133,
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wrmasyarakal yang warganya dapat’hidup bebas-dari-kekurangan dan bebas dari rasa
staltorms ot T e :
“engenal-asasitersebut selanjuinya terdapal keterangan sebagal berikur:

L LAsas ‘partal sudal terbayang dalam namanya, yakni ‘kerakyatan’ vang berarii de-
imokeast total, yaitw demokrasi di-segala lapengan masyarakat {politik, sostal, oko-
-nomi dan kebudayaan umuomnya): ini dipertegas dalam Paraturan Dasar Pasal 2,
5. ¥ahg menentukan Pancasila sebagai asas, dengan arti: . :
«is Ke-Tuhanan + : o
‘2. Peri-kemanusiaan
i3, Perikeadilan ..
4, Peri-kebangsaan . .
o A. Peri-kerakyatan.”? g Vg : {
o FRaran Nasional Indenesia (IN1) di dalam Anggaran Dasar Pasal 2 (Dasar dan Tujuan)
dinvaiakan:

" Dengan mengakui sepeaulinya kedaulatan rakyat, “berusaha menuju satu Indo-

nesia ierdeka ‘dalan: arti memeriniah séndini di atas dasar-dasar demokratis, de-

ngan melaini jalan-jzlan nasional dan internasional yang sah, dalam mana dijamin-

o kan tidak sajz kepentingan-kepentingan maleriii, -tetapt juga kepentingan-kepen-
.. tingan peradaban (geestelijke belangen) dari ikatan ini.”

Ao Partai Tunt Indonesia (PTY berdir berdasarkan atas asas kebangsaan, kerakyatan

dan keadilan sosial/ckonqn}i; dén_ga_n tujuan “pcnémpan aliran politik negara oleh

rakyal potani” - '

C. Puariai-partai Polittk dengan Tdeolagi Sosialisine

-Di samping partai-pariai polilik vang mempunyai ideologi keagamaan dan kebang-
saan, dalam periode ini terdapat partai-partai politik yang ideologinya didasarkan kepada
paham. Barat - Modern Sckuler. Mereka terviama menganut paham sosialisme, dengan
berbagas macam aliran: ada yang.sosialisme-demokralis, ajaran Marxis-nasional, ajaran
Marxis-Leninis, dan ada yang mengambil beberapa unsur dari paliam sosialisme tersebus,
misalnyas! . . '

- o Partai Komuynis Indonesia (PRI, dalam Asnggaran Dasar Pasal 2 (Asas dan Tujuan)

- myenyalakan: :

Dengan berasaskan Marxis;m-l_ezzinisnm PKI bertujuan terbentuknya masyarakat
sosialisiis di Indonesia, yaitu sgsonan masyarakat Indonesia, i mana semua alat-
alal produksi dimniitki oleh dan dipergunakan untuk kepentingan masyarakai:”

Selanjumya dalam pasal 3 disebutkan bahwa:

“PKI bernsaha mencapai tuluannyva dengan jalan perjuangan kelas vang revolu-
:sioner, yaitu periuangan kelas buruh, tani dan golongan-golongan yang terhisap
serta tertindas terhadap kelas borjuis.”

Pandangan ideclogis PXI itu selanimuya diuraikan dalam Garis Besar Program PKL:

"Pariai Komunis Indonesia (PKID) adalak bentuk organisasi yang tertinggi daripada
barisan kelas buruh yang berorganisasi dan vang progresif,
Partai Komunis Indoresia mewakill kepentingan nasional dan rakyat Indenesiz
umumnya. Perjuangan pada tingkal sekarang ialah perjzangan untak mencapai
Republk Demokrasi Rakvat Indonesia dan akhirnya ialah mencapai masvarakat
Komunis Indonesia.

Wementerian Pencrangan RI, Kepartatan di Indonesia, o, cif., hal, 280 dst.
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- Partai. Komunis Indonesia ‘mempergunakan teord Marxisme-Leninisme vang kon-
"'sekuLn d1pral\ttkl\an di-indonesia sebagai pedoman dalam segala lapangan peku—-
jaan-guna menentang wendens-iendens dogmatisme dan oportunisme, '
Partai Komunis Indonesia mempergunakan dialektika- ‘materialisme dan historika-
. ‘materizlisme ‘sebagdi-dasar guna ‘menerima dengan kritis warisan sejarah Indonesia
: -_-mauptzn scgalah dunia-untuk. menntang scga]q pand'mgan dunia idealisme dan
/ mei\ami\ malernabsme R '

2 Pafmz Soszahs Indonesia, mcmpunval asas dan tujmn scbag,ai benkul.

__"”Parlm Sosialis Indonesia berdasarkan paham sosialisine yang disandarkan pada
. ajaran 1imu penoctahum Marx- lingcis, yang meng,akm pcrjuangan kelas sebagai

“eniatu kenyataan dan kejadian sepanjang ilmu hukum kemajuan dalam masyarakal
Lapitalis. Pariai Sosialis Indonesia menuju masyarakal sosialis,”

3 Puriai Murba. Dalam Pasal 2 Angearan fasarnya, dinyatakan:

.7 Partai berasas anti-fasisme, anti- m]perlahsme anti-kapitalisme dan mendasarkan
- perjuangan kepada aksi Murba rerasu.’
Adapun Pasal 3 mengenai (ujuan dikemukakan:
':”Partai mempertahankan dan memperkukuh tegsknya kemerdekaan 100% bagi
“Républik dan rakyat, sesuai dengan dasar dan (ujuan Proklamasi 17 Agustus 1945,
menuju masyarakat sosialis.”
‘Secara idiil Partai Murba berkaitan dengan Tan Malaka. Golengan ini oleh Partai Ko-
munis Indonesia disebut pendukung Trotskisme di Indonesia. Tentang Trotskisme di
Indonesia ini Partal-Komunis Indeonesia antara lain menyatakan berikut ini:

PDengan majunya Komunisme i seluruh dunia, bagian-bagian dari sosial-
demsokrasi menjalankan teknik provokasi Trolskis untuk melawan kauvr Komunis
sdan lain-lain kaum progresif dan untuk melawan Sovier Uni; misalnya pimpinan

Partai Buruh Merdeka Inggris {Independent Labour Party of England), Partai So-

sialis Amerika dan lain-lainnya.”’

4, Partai Burnh, pimpinan $.M: Abidin, Dalam Pasal 3 Anggaran Dasar (tentang asas

-idan 1ujuan) dinvatakan: {a) Partai :Buruh berasas pada paham demokrasi; (b} Partai
Buruh mengarahkan perjuangannya ke susunan masyarakat sosialis. Hal ini diuraikan
_dalam ketcrangan Asas dan Tujuan sei)agal berikut:

. Partai Buruh berpendapat, bahwa icmga buruh ialah faktor yang terutama dalam
mchkqanakan produksi. Dalam mclaksanakan produksi itu kaum buruhlah scha-
Tusnya yang memegang tanggung jawab yang terbesar. Sesuai dengan tanggung ia-

~wab yang terbesar itu, maka kaum bsruhhh yang harus memimpin dan mengawass
pelaksanaan produksi itu::

~Pelaksanaan produksi secara ka;mahs ternyata sampai sekarang tdak dapat mem-

- berikan kemakmuran yang merata ke selureh anggota masyarakat, sehingga bureh

. l\hL!SUSIl}"l dan masyarakat umumnya menderita kerugian dan kaum kapitalis men-
dapai keunlung‘m yang herlebih-lebihan,

Oleh karena Partai Burah insal, bahwa produksi itu hanya dapat berjalan lamar
dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, jika dipimpin oleh Pemerintah, maka
dalam pemerintal kaum buruhlah scharusnya yang memegang langgung jawab yang
terbésar.

Apakah Partai Buruh iu?

Lebih dahuli baikiah diketahui-dengan tegas, apakah buruh iw? Buruh ialah ma-
nusia vang bekerja untuk kepentingan orang atau golongan lain dan mendapai
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: wupah, tetapi Lidak mempunyai hak aas alat-alat produksi dan hasil produksi. Buruh
i hanya mempunyai lenaga atau:pikiran, vang dijualnya dengan harga berwujud
apah. Buruh hanya terdapat dalam masyarakat kapitalis. Jika berhadapan dengan
kauny yang. mempunyai kapital, buruh sefalu herada di pihak yang kalah. ¥ika ma-
~Jikan mau memakai, terpakailah ja. Kalau tidsk, serfantarlai ia dan menjadi pe-
K _|1ggz)ggur.yz_mg lak ada jaminan hidupnya sema sekali, Yang mengalans nasib de-
" mikian it tidak sedikit, bahkan scbagian besar dari jumiah manusia di dunia ini.
Sistem ekonomi secara kapitalis inilah yang menimibulkan kesengsaraan, sejumlah
besar manusia di dunia. 7 T r o
- U'n:tuk' 'mcnc'z_\ﬁai tujuannya, Partai Buruh bcké'r_%a_bersmna dengan tiap-tiap go-
' longan vang m'e'mpun_'yai tirinan sama. Karcha fu dalans Pasal 3 Anggaran Dagar ¢hi-
Skaiakans T — '
a. Partai Burah berasas pada pahany demokrasi, o
. Paitai Buruh mengarahkan periuangannya ke susunan masyarakat sosialis,

S Parna Burid, pimipinan Sarojo. Dalam Anggaran Dasar disebuikan bahwa Partai Bu-
rub berasas Sosio- Demokrasi dan mendasarkan perjuangannya kepada kesatuan aksi
buruh vang teratur serta bersifal progresii revolusioner’’ {Pasal 2}. Sedangkan tu-

. Juannya, “Partai Buruh menuju ke arsh masyarakat vang demokrasi dan sosialistis™
(Pasal 3). Selanjuinya dalam Keterangan Asas dan Tujuan, dikemukakan pokok-
pokok pandangan sebagai berikur:
+Partal Burah berasas Sosto-Demokrasi dan mendasarkan periuangannya kepada
- kesatean aksi buruh vang teratur serta bersifat progresif-revolusioner.

FPartai Buruh menuju ke arah masvarakal vang demokraiis dan sosialistis.

- Masih banyak lagi gerakan politik vang idecloginva berdasar pada so-
sialisme, seperti misalnya Partai Demokrasi indonesia vang berasaskan so-
sialisme, demokrasi kemurbaan, serta Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia.

Dalam periode ini kiranya dapat dikemukakan bahwa sikap beberapa pim-
pinan ‘masyarakat sudah begitu dipengaruhi oleh teori-teori Barat dan aliran
Barat Modern non-agama (Sekular). Ada keyakinan bahwa hadirnya partai-
partai poiitik merupakan lambang demokrasi, dengan demikian akan tercipta
pererintahan yang mampu menjalankan program-programnya. Kecuali
pengaruh pemikiran Barat, sikap ini pun kiranya didorong oleh semangat anti-
f)_::r]jajaha_n dan usaha menyalurkan gagasan, pendapat dan cita-cita, yang
selama itu selalu dibungkam oleh penjajah. Kiranya keadaan vang demikian-
lah.yang mendorong munculnya maklumat pemerintah yang menghendaki
tumbuhnya partai-partai politik. i samping tentu saja sebagai upaya mem-
buktikan kepada dunia luar bahwa Pemerintah Indonesia yang diproklamasi-
kan pada takun 1945 bukan peninggalan pemerintah fasis Jepang, tetapi atas
kehendak rakyat Indonesia.

Pada waktu itu, berkorbarnya semangat menciptakan kehidupan politik
yang demokratis kiranya kurang diimbangi dengan pengamatan mendalam
dan realistis mengenai situasi dan kondisi rakyat. Kondisi sosial, pendidikan
dan ekonomi rakvat Indonesia belum dapat menerima implementasi konsep
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demohfasx  Barat yang digandrungi oleh beberapa tokoh masyarakat. De-
mokram Barat yanﬂ d;dasarkan pada satu orang satu suara lampaknya ud& h
‘sejalan dun an ‘konsep dan pandangan hidup m&svaml\ai yvang seclalu mwn-
~harmonis, integralistik, manunggaling kawula Gusti, sebagaimana pcrnah
 diungkapkan oleh. Prof. Supomo dalam menyusun Undang-Undang Dasar
1945, Akibatdari itu partai partai politik hanya berjuang untuk. kepent ingan -
_kelompoknya dan ideologi masing-masing, meskipun secara iormal hamf;ah :
Pancasﬂa tetap memadl dasar dan id eolog:l negara

Kemeiut Jolmk a}ubat perzenmngan ;deolom zeruzlmm cif:ngan keadaan

-_poimk dalam negara yang sangat labil. -Tidak.ada. salu kabinel vang mampu’

m_f:njala_nkan;p;og; am-programnya dengan semestinya. Ada kalanya konflik--
“konflik i dilakukantdengan koalisi berdasarkan kepentingan golongan vang:
saat.itu dirasakan sejalan, meskipun secara prinsip mereka berbeda ideologi.
Namun karena landasan koalisi itu tidak kukuh, maka peta politik nasicnal
benar-benar merupakan ajang pertarungan ideologi melalui pariai-parzai yang,
ada. ‘Konflik intern itu kadang-kala menjadi kenflik vang terbuka dalam,
bentuk bentuk pcmbcmmakan bersenjata, Karena dari masing-masing kes
kuaian sosial jpolitik yang pada dasarnya berbeda aspirasi dan ideologi ber-
maksud .mendirikan negara yang sesuai dengan aspirasi ideologi masing-
masing. Golongan yang berovientasi agama antara lain menghendaki negara,
Indonesia .didasarkan atas agama Islam; golongan yang mempunyai aspirasi
kebangsaan menghendaki agar dasar negara Indenesia. adalah kesatuan dan
persatuan bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila; golongan Barat Modern
non-agama (Sckuiar) menghcndaki negara indonesla dxdaﬂr}‘an aas aJarazl
sosmhs atan komums :

Konfhk polmk yang terjadi pada {)EI’iOdE’ ini 3uga mempunyal latar b Ia-
kang 1deolog1s. - Pertentangan antara kekuatan politik dengan latar belakang
perbedaan ideologi itu mempunyai pengaruh pula -atas kelompok-kelompol:
bersenjata yang tumbuh dan berkembang dalam periode itu. fnternal Siruggle
Jfor Power dalam periode ini menggejala antara lain ¢i dalam gerakan ;ﬂiran
Sutan Syahrir, Tan Malaka, Amir Syanfuddm Muso Kartosuwiryo, semua—
nva menuhkl warna ideologi yang kuat.

Walaupun dapat dikatakan bahwa periode kedua ini merupakan pcr—
juangan bangsa Indonesia untuk mempertahankan cksistensi negara, timbul-
nya partai politik sebagai awal proses demokrarisasi politik ternyata mem-
pertajam konflik ideologi golongan/sempit. Dalam periode ini pula, meski-
pun Pancasila merupakan ideologi dan dasar_negara,_keiﬁuaianmkekuman poli-
tik dalam masyarakat lebih berorientasi kepada ideologi golongan masing:
masing. Namun di balik itu terdapat usaha-usaha untuk mengembalikan ben-

e T. Kahin, op. oir., hal, 304-331,
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luE\ negara Repubhk Indonesia dari RIS ke Negara Kesatuan lagi, yang ter-
la}\sana pada tanggal 17 Agustus 1950 disertai dcnaan UuUDS 1950 scbaga;
pmgannu dan UUD RIS.

PERIODE DEMOKRASI LIBERAL (DEMOKRASI PARLEMENTER)'
i950 1959 ~

“Dalam periode berlakunya ULIDS 1950, sistem tata negara Indones;a me-
masuki-era‘liberal; di samping tetap ‘ada usaha mempertahankan allran ke-
banésaan ‘Bistempemeriniahan negara sanga: dipengaruhi oleh aliran’ Barat
Modern'non-agama. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, peranan Parlemen
- kuvat, perananpartai-politik besar sekali sehingga prakiek potitik berdasaykan
organisasi massa. Kehidupan partai politik, sebapai halnya dalam periode
1945-1949, vang disertai dengan beraneka-ragam bahkan perbedaan asas'dan
tu}uan terus berlanjut. Bila dipandang dari banyaknya partai yang ada, pe-
riode ini adalah masa subur bagi kehidupan kepartaian di Indonesia. Namun
hal itu-kiranya belum dapat dikatakan sebagat cermin kestabilan negara.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai manifestasi kedaulatan rakyat,
kcanggotaaﬂnya dipilih melalui pemilihan umum. Di samping itu lembaga ini
dapat menjatuhkan kabinet melalui mosi tidak percaya. Para menteri‘tidak
bertanggung jawab kepada Presiden, tetapi kepada Parlemen. Presiden hanya
sebagai Kepala ‘Negara dan bukan sebagai kepala pemermtahan Perdana
Menter; adaiah kepa}a pemeriniahan.

Di forum internasional kedudukan RI mulai mantap dengan diteﬂmanya
menjadi anggota PBB pada tanggal 27 September 1950, Melalui forum ini
pula, Indonesia mencoba menyelesaikan masalah Irian Barat yvang masih men-
jadi sengketa dengan Belanda. Bahkan pada tahun 1955, Indonesia berhassl
menyelenggarakan Konperenss Asia-Afrika 1 -

Namun demikian, suasana umum di dalam negeri pada periode ini dxhpuu
oleh berlarut- -larutnya krisis dan gejolak. Terjadi instabilitas pemerintahan
secara terus-menerus, timbul separatisme, baik dengan latar belakang ke-
daerahan maupun ideologi. Pada periode ini terjadi perbedaan- perbedaan
pandangan yang meluas dan semakin menajam.

Dalam waktu yang relatif singkat, sekitar sembilan tahun, terjadi U.l]Llh
kali pergantian pemerintahan (hampir setiap tahun kabinet jatuh bangun ber-
gantian). Kabinet-kabinet itu adalah sebagai berikut: {1} Kabinet Natsir
(6 September 1950 - 27 April 1951); (2) Kabinet Soekiman (27 April 1951 -3
April 1952); (3) Kabinet Wilopo (3 April 1952 - 30 April 1953); {4} iKabinet Ali-
Wongso (30 April 1953 - 12 Agustus 1955); (5) Kabinet RBurhanuddin Harahap
(12 Agustus 1955 - 24 Maret 1956); (6) Kabinet Ali Sastroamidjojo 11 (24 Maret
1956 - 14 Maret 1957); (7) Kabinet Djuanda (9 April 1957 - 10 Juli 1959).”
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[}1 sampmg adanya instabilitas pemerintahan, suaana umum selama pe-
rxode ini Juga diwarnai dengan terfadinya proses perbedaan pandangan dan
perpeuaham Perpecahan terjadi di dalam tubuh partai-partai politik. Di dalam’ ‘
Masvumiterjadi perbedaan pandangan dan Nahdlatul Ulama keluar dan men?

_jadi partai politik tersendiri. Sementara itu di dalam PNI terdapat perbedaan
antara goiongan muda .dan_golongan yang lebih tua. Perpecahan ini tam-
paknyajuga telah mcznjalar sampai ke cialam tubuh Aﬁgkatan Perang. Bahkan.
perbedaan pendapat ini sering terjadi antara pemerintah {(kabinet) dan satuan-

a sgtuan Angkatan Peraﬂg, vang antara lain terungkap dalam peristiwa 17 Gk

tober 1952 peristiwa. ?7 Juni 1955 dan peristiwa 14. Desember 1953.. Suasana
pertemangan dan perpecahan ini dlpcrtajam dengan adanya persiapan, pe-
“milihan ‘umitin; dan kemudian dilanjutkan térus dalam DPR dan Yonst;— '
tuante. Semua ini mempunyai kaitan puia dengan kehidupan masyarakat
umum. Dalam suasana vang demikian inilah Wakil Presiden Moh. Hatta
menﬂundur}\an diri dari jabatannya pada tanggal 1 Desember 1956.

i’em:hhan umum yang ber]anasung tahun 1955, jaman Kabinet Burha-
nuddin’ Hdrahap, menunjukkan adanya empat besar partai politik vang
menguacsal Lursi di DPR, yakni Masyami (60 kursi), PNI (58 kursi), NU (47
kurm) dan PKI (32 kursi). Dalam Pemilihan Umum 1955 tampak jelas kaitan
antara orgamsas: massa {ormas) dan partai politik. Terjadilah proses pol:tssasz
organisasi kemasyarakatan. Ormas merupakan bagian dari Parpol, sulit uniuk
membedakannya, keduanya terlibat aktif di dalam kegiatan politik. Di sekitar
suatu partai politik, berkembanglah organisasi-organisagi-lain yang sepaham
dan menjadi onderbouw-nya, yaitu -.organisasi pemuoda, mahasiswa, patani,
buruh, seniman, keagamaan dan lain-lain, Praktek politik pada waktu itu di-

tandai dengan gerakan-gerakan massa melalui resolusi, rapat raksasa, pengi-

riman delegasi dan bahkan pemogokan. Gerakan-gerakan. massa itu kecuali |
menjadi saluran sekaligus juga berperan sebagai kekuatan penekan dan
pelobi.” )

Perbedaan pendapat, baik karena pertimbangan-pertimbangan ideologis
maupun alasan-alasan prakiis, menggejala pula di dalam gerakan»gerakén
kekerasan dan bersenjata, seperti: {1} pemberontakan Ibnu Hadjar di Kali-
mantan Selatan tahun 1950, yang menyatakan dirinya sebagai bagian dari
gerakan DI/TII; (2} pemberontakan Kahar Muzakar di Sulawesi Seiatan ta-
hun 1951, vang juga menyatakan dirinya sebagai bagtap d_an MNegara Islam di
bawah pimpinan Kartosuwirjo; (3) pemberontakan DI/TII di Jawa Tengah
19531; (4) pemberontakan DI/TII Daud Beureueh di Aceh tahun 1953,

D samping itu, terdapat pula gejolak-gejolak kedaerahan, di antaranya
menggejala sebagai pemberontakan-pemberoniakan separatis. Hal-ini telah
tampak sejak awal periode ini, seperti munculnya Paguvuban Daya Sunda di
Bandung dan Gerakan Pemuda Federal Republik Indonesia di Makassar. Per-




612 S ANALISA 19848

pecahan menjadi semakin nyata ketika unsur-unsur Angkatan Perang teglibat
“ke dalamnya, muncuilah Dewan Banteng di Sumatera Tengah; Dewan Gaﬂh
di Sumatera Utara; Dewan Garuda di Sumaiera Selatan dan Dewan "viangum
'-ch Sulawesx Utara,, Gerakaﬂ seragkan ini kemudlan bermuara dengan pem-
berontakan PRRI dan Permeata :

Periumbuhan sistem l{eparialan vang diseriai dengan peranan Par lemeﬂ
'tampaknya ikut mendorong meningkatnya proses perbedaan ;3andaﬂgan 1deo-
Eogis ‘terutama karena kehidupan partai-partai sangat ditentukan oleh tokoh-
tekoh cian aliran idiilnya. Perkembangan keh;dupan kepartaian ity x 'nerupa«
¥an® pencermman dari tumbuhnya ideologi vang berbeda-beda yang mau 'di-
_paksakan untuk mengatur kehidupan bangsa dan negara, yang mengaklbat--
kan scrgadmya konflik ideologi. Pertikaian asau konflik ideologi selama pe-
rsode ini pada hakikatnya merupakan kelanjutan dari adanya perbedaan pa—
hari” serta aliran selama masa-masa sebelumnyva, bahkkan dalam periode ini
tampak semakin ‘menajam dan terbuka, yang mencapai puncaknya pada
Sidang Konstituante di Bandung tahun 1956-1959, pada saal lembaga. ini
membicarakan dasar negara. Ada pandangan yang menghendaki sosial eko-
nomi sebagal dasar negara serta menolak agama Islam dan Pancasiia sebagai
dasar megara; ada pandangan yang menghendaki agama Islam sebagai dasar
negara serta menolak sosial ekonomi dan Pancasila sebagai dasar negara, serta
ada pandangan vang mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dan
menolak agama Islam serta sosial ekonomi sebagai dasar negara. !

A Kan tetapi di balik itu, juga ada usaha-usaha yang menuiju ke arah per-
satuan nasional, yang juga tidak setuju-dengan praktek-praktek politik waktu
itu. Hal‘ini tampak pada penjelasan Presiden Soekarno tanggal 21 Pebruari
1857, yang dikenal dengan Konsepsi Presiden. Di dalam konsepsi ini ter-
kandung kritik terhadap sistem Demokrasi Barat yang ridak sesuai dengan
kepribadian bangsa Indonesia dan jiwa Proklamasi 17 Agustus 1945, Demi-
kian pula terhadap sistem kepartaian yang telah berkembang di Indonesia.
Lengkapnya Konsepsi Presiden. itu adalah sebagai berikut: (1) Sistem demo-
krasi parlementer secara Barat tidak sesuai dengan kepribadian Indonesia,
Gleh karena itu, sistem ini harus diganti dengan sistem demokrasi terpimpin;
(2) Untuk _pelaksanaan sistem demokrasi terpimpin perlu dibentuk suatu ka—
binet gotong-royong yang anggotanya terdiri dari semua partai dan organisasi
burdasarkan perimbangan kekuatan yang ada dalam masyarakat. Konsmsx
Presiden ini mengetengahkan pula perlunya *’Kabinet Kaki Empat,”” yang
mengandung arti bahwa keempat partai besar, yakni PMI, Masyumi, NU dan
PKI turut serta di dalamnya untuk menciptakan kegotongroyongan nasional;
(3} Pembentukan Dewan Nasional yang terdiri dari golongan fungsional da-
lam masvarakai. Tugas Dewan MNasional ini adalash memberi nasihat kepada

11.ihat Konstituante Republik Indonesia, Risatah Perundingan, Bandung, 1957,
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Kabinet; baik diminta maupun tidak diminta. Tetapi konsepsiini justru me:

nimbulkan perdebatan’di dalam masyarakat daﬂ DPR Masyumi NU PSH
?artas Kﬁtohk dan ?Ri meaoiaknya :

Sehaga: bag;an dar: usaila untuk mewu;udkan konsepssnya 1tu, Presn‘len
‘Soekamo pada tangg cal 9 April 1957 membentuk:Kabinet: Djuanda, yang an-
tara: lainsdiberi- tugas untuk: membentuk Dewan Nasional. Pada kesempatan

lain: Presiden: Soekarno. juga-mengatakan bahwa sistem: politik dan pemerin-
- tahan yang tidak sesuai denaan kepribadian nasional telah menyebabkan:ter-

jadinya perpecahan banasa ‘Dalam rangka mencari pemecahan atas masalah-
masalah nasional ftalah; telah puia diadakan musyawamh nasumal wmg di—
selenggarakan oleh-Kabinet-bersama Dewan Nasional: - SRR i

Usaha-usaha lain tampak pula dalam Seminar Pancasila I di Yogyakarta,
tanggal 12-16 Pebruari 1959, Di mana dalam kesimpulan Kelompok Kerjd I'V
dinyatakan bahwa bangsa indonesxa ingin kembali kepada Republik Indonesia
Proklamasi 17 Agustus 1945 Adapun kes:mpulan UMM seminar Fancas;}a
itu ada ah: { 1y ?ancasﬂa seb'\gai dasar negara Repubhk lndonema tidak periu

diperdebatkan lagl, _(7) Demokras; TE:imepm sebagaa alat penyelenggara pe-:

merintah uniuk merealisasi cita-cita negara Proklamasi 17 Agustis 1945
3 Mas.ui\nya golongan fungsmnai dalam badan-badan %.enegaraan 4 Asas
Kctuhamn Yang M'iha Esa’ sebagaa salah safu sila dalam rangka kesatuan
Pancasila yang bisa menjamm adanya pemehharaan dan perkembangan ke-
vakinan agama; (5) Kembalinya secara prmsspul pada Undang Undang Dasar
Proklarmasi 17 Agustus 1945.7

Scianjutnya pada tanggal 20 Pebruari 1939, Dewan Menteri menﬂumum-
E«an sxkapnya mengenai tiga masalah penting, yakni tentang Undang- Uﬂdang
Dasar 1945, tentang Prosedur ’'Kembali- ke Undang- Undang Dasaz 1945 "
dan tentang masuknya golongan fungsional ke dalam DPR.

‘Mamun ‘ternvata anjuran (usuly pemerintah untuk kembali ke Undang-
Undang Dasar 1945 justra menambah perbedaan pandangan di dalam Sidang
Konstituante. Sclain perdebatan mengenai dasar negara, perdebatan mengenai
dapat atau tidak dapat menerima usul pemerintah tersebut, menerima atau
menolak demokrasi terpimpin serta adanya golongan fungsional telah pula
menambah tajamnya perbedaan pandangan yang ada. Situasi yang demikian
ini tampaknya memaksa Konstituante untuk mengadakan pemungiitan suara;

iKartodirdjo. Sartono, Sejarah Nasional Indonesia, Iilid Vi, Jakaria, Balai Pustaka, 1977;
hal. 257.

2Likat Motonagora, Pancasile Dasar Falsafoh Nepara, Iakarta, Pancuran Tujub, 1974,
bagian Penerbitan Mengenai Pancasila Momor Keriga, hal. 60. )

3 ihat Mimbar Frdonesia, 25 Pebruari 1959, hal. 3.
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mengenax usul pemerintah-untuk kembali ke UUD 1945, Namun ternyata per-
syaratan:formal tidak dapat terpenuhi. Bahkan setelah itu ada partai :politik
' vang tidak lagi mau menghadiri Sidang Konstituante. Keadaan semacam in
menyebabkan terjadinya kemacetan di dalam Sidang Konstituante. Karena
~ alasan uniah maka 'Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli
1939, }mnn berisi: (13 pembubaran Konstnuame {2) berlakunya kembali: UuD
1945 dan tidak-berfakunya UUDS 1950; (3) pembentukan Majelis Per musya—
_uaratan Rakyat Sementara, vang terdiri atas ang,gota DPRE, utusan-< utusan
_ciaeran dan goionnan serta pembemukan DPAS :

Dengan {)ekm 5 Jiih 1959 smlah yanu kemudian memu&g!\mkan _ba“i
._Soei\amo untuk melaksanakan-konsepsinya (Konsepsi Presiden). sy

PERIODE DEMOKRASI TERPEMPIN 1956- 1965

Scbagax Iangkah awai dar: pelaksanaan Dekrit Presiden § Juli 1959 pada
‘tahun itu juga Pres:den membentuk Iembaga teriinggt negara yang bers:fat
sementara {MPRS) dan Iembaga -lembaga tinggi negara lainnya, seperti Dewan
Perwakxian Rakyai Gotong Rovong (PPR-GR), Bewan Pertimbangan Agung
Semental a, Dewan Perancang Nasional. Dalam membentuk MPRS dan DPR-
GR dukutsertakan SEMUAa  HIsur kekuatan masyarakat, termasuk utusan
daerah, goIoncan fungsional dan ABRL. Selain itu Presiden membentuk pula
wadah yang diharapkan dapat menjadi sarana untuk menghimpun seluruh
kekuatan sosial politik, vaitu: Front Nasional.

.. Behidupan politik nasional dalam periode ini ditandai dengan kedudukan

Pressden yang semakin kuat sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam
Undanﬂ-Undang Dasar 1945. Kabinet tidak lagi harus bertanggung Jawab
kepada Parlemen melainkan bertanggung jawab kepada Presiden.

. Sementara itu, kehidupan politik-di masyarakat ditata dengan cara me-
nyederhanakan kehidupan kepartaian yang selama ini dianggap menjadi
sumber Lendakstabllan nasional. Oleh sebab itu pada tanggal 31 Desember
1959 dikeluarkan Penpres No. 7 tahun 1959 tentang Syarat- -syarat dan Pe—
~nyederhanaan Kepartaian, yang antara lain menetapkan: ""Mencabut Maklu-
_ mat Pemerintah tangeal 3 Nopember 1945 (Berita Republik Indonesia Tahun
I, No. I, halaman 3 kolom 4) mengenai Anjuran Pemerintah tentang pem-
bentukan partai politik.”” Syarat-syarat bagi penyederhanaan kehidupan ke-
partaian tersebut adalah sebagai berikut;

(1) Partai harus menerima dan mempertahankan asas dan tujuan negara kesatnan Republik

Indonesia menurut UUD 1945 yang memuat dasar-dasar negara vaitu: Ketuhanan Yang
Maha Esa, Kebangsaan, Kedaulatan Rakvat, Perikemanusiaan dan Keadilan Sosial. -

(2) Program kerja berdasarkan Manifeste Republil Indonesia.




o (3) Anggamn dasar dan anggaran rumah tangga harus dengan iegas dicantumkan crgamsa51
lam yang mendukung dan/atau bcrnaung di bawah partai politik. O
@D .
'(5) 1?’artal harus mempunyai cabang 3ang “térsebar paling sedikit seperempat Jumlah Dasi 1,

Rt dan jumilal cabang minimal sepc;empa: “jimlah Dati 11 di selurah Indonesia. e
: '(6) ’Plchk ‘holeh menerima or:mg asmg sebaysal pcngurus maupun bantvan dari orang asmg '
“(7) Presiden berhak mengawasi dan memeérintahkan untuk memeriksa tata usaha, keuangan

dan %Lkayaan partax partai. : Lo

: cmpcuuangi\an kegiatan harus menggugnakan jalan damai dan demokratls

Syarat syarat di atas temvata tsdak mampu mencxptakan situasi pohtlk-
yang stabil, lebih-lebih karena masyarakat telah masuk dalam kotak- kotak
_golongan yang berorientasi kepada 1deolog1 sempit. Pertentangan. tidak hanya

terjadi di antara partai-partai politik saja, meldinkan juga dilakukan oleh
organisasi-organisasi masyarakat yang bernaung di bawah partai-partai po-
litik tersebut. .Dari situ tampak betapa erat kaitannya antara organisasi massa
dan pariai_politik di dalam masyarakat. _

Bahkan Iebxh daripada itu, pertentangan pertentangan kekuatan dalam
masyarakat- ‘semakin tajam, dengan adanya upaya-upaya separatis untuk
mengangkat senjata. Hal ini antara lain dilakukan oleh golongan yang ber-
maksud memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan ingin
mendirikan »*Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia,”” Beberapa tokoh
patftai pohtsk Masyumi dan Partal Sosialis Indonesaa dinyatakan terbuku
terlibat dalam pembereontakan itu. Oleh karena itu berdasarkan Keppres
No. 200 dan 201 Tahun 1960 kedua partai tersebut dibubarkan. Kiranya perlu
dicatat ‘bahwa keputusan presiden dalam konsiderasinya dengan jelas me-
nyatakan keterlibatan tokoh-tokoh dari kedua partai pelitik tersebut. Kon-
ssderas; Keppres Mo, 200 Tahun 1960 tersebut berbunyi: -

”b'\hwa ‘uniuk chentmgan LLseiamamn ncgara dan bangsa, perly membubarkan par[m
politik Masyumi oleh karena organisasi {partai} itu melakukan pemberontakan, karena
pemimpin-pemimpinaya furut serta dalam pemberontakan apa yang disebut dengan "Peme-
“rintah Revolusioner Republik Indonesia’ atau "Republik Persatuan Indonesia’ atau telah jelas
memberikan bantuan terhadap pemberontakan, sedangkan organisasi {partai) itu tidak resmi
menyaiahkan perbuatan anggota-anggota pimpinan jersebut.”

Bunyi  konsiderasi Keppres Mo. 201 Tahun 1960 tentang pembubaran
partai politik Masyumi, hampir sama dengan konsiderasi Keppres No. 200
Tahun 1960 tentang pembubaran Pariai Sosialis Indonesia. Adapun bunyi
selengkapnya konsiderasi tersebut adalah sebagai berikut:

haliwa untuk kepentingan keselamatan negara dan bangsa, perlu membubarkan Partal
Sosialis ‘Indenesia, oleh karena organisasi {(partai} itu melakukan pemberontakan karena .
pemimpin-pemimpinnya turut serta datam pemberoniakan apa yang disebai dengan "Peme-
rintah Revolusioner Republik Indonesia’ atau "Republik Persatuan Indonesia® atau telah
jelas memberikan bantuan terhadap pemberontakan, sedangkan organisasi (partai) itu tidak
resmi menyalahkan perbuatan znggoia-anggota pimpinan tersebuy.”
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Sebagai rangkaian dari langkah-langkah vang dilakukan oleh Presiden
dalam menata kehidupan polisik sesuai dengan konsepsinya, maka dikeluar-
kan béberapa keputusan Presiden antara lain Keputusan No. 440 Tahun 1961
vang mengakui Parfai Kristen Indonesia (Parkindo) dan Partai Islam Perti
{Persatuan Farbivai Islamiyah) sebagai partai politik, Sebelumnya Presiden
juga telah menerbitkan Keppres No. 129 Tahun 1961 yang menolak mengakui
beberapa partal politik, vaitu:

L. PSI (Partai Sarckat Islam Indonesia) - Abikusno
2. PRN (Partai Rakyat Nasional) - Bebasa

3. PRI(Pariai Rakyal Indonesia)

4. PRN {Partal Rakyat Nasional) - Djody

Eaemc}uf politik yang bersumber dari pertentangan ideologis agak mereda
pada waktu Indonesia berupaya merebui kembali Irfan Barat dari tangan
‘?Eeianda Perzemzmmn imemai seakan- akan teuggeiam dalam cegap gem-
%an 01 h Prcszden Sockarno pada i’mggai 19 Desember 1963, Melalui berba-
gai ‘perjuangan, baik perundingan maupun tekanan-tekanan militer; ‘akhir-
nya diperoich kesepakatan bahiwa mulai tahun 1964 Irian Barat dikembalikan
ke dalam kekuasazan Republ 1k Indonesia melalui masa transisi {bersama
UN' TEA), dan tahun 1969 sesuai dengan ketentuan yang telah disetujui ber-
sama, diselengg arakan peblasii bagi rakyat Irian Barat untuk meneniukcm
nas ;bnya sendiri.!

'Sehagai upaya uniuk memelihara persatnan dan kesatuan bangsa, Presiden
sockarno membangun proyek-proyek mercu-suar baik secara fisik maupun
dalam bentuk-bentuk provek politik. Sementara itu arah politik luar negeri
ditujukan untuk menggagalkan pembentukan Megara Persekutuan Malaysia
yang dianggap merongrong Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada akhir dari periode demokrasi terpimpin, bangsa Indonesia benar-
benar dihadapkan pada kemelut politik dalam arti yang seluas-luasnya. Hal
tersebut tampak dalam pertentangan ideologi: khususnya ofensif Partai Koo
munis Indonesia vang mendominasi gelanggang politik waktu iy, infiltrasi ke
dalam lembaga-lembaga pemerintahan termasuk ABRI; kemerosotan eko-
nomi akibat biaya proyek mercu suar yang tidak sebanding dengan kekuaian
perekonomian Indonesia; penyalahgunaan wewenang; dalam arti sistem po-
litik tidak berjalan di atas ketentuan perundangan mei&ainkan dikendalikan
oleh kekuasaan yang semuanya terpusat pada Presiden Soekarno. Semua itu
menimbulkan kekacauan yang memang sangat diharapkan oleh Partai Ko-
munis Indonesia yang secara sadar dan berencana bermaksud mematangkan

"Dalam peblisii vang diselenggarakan pada tahun 1969 rai\ym irian Barat mencgaskan sikap

R T T T T

FURD S5 PR JHR. [T B VT W S T




™ PERKgmgANGAN PARTAL p.().u:‘}';f( T A R e st 6]7

-sﬁuas: menﬁdl snuasa revelusxoncr Isyu isyu: poiml\ scla u: cilwai nai. dengan
usaha memeaah belah rakyat, seperti: waspad’a terhadap tujuh setan desa; dan
tujuh sctan kota ganyang kahir (kapitalis bnokrai) ‘dan lain-lain slogan vang
memanashn situasi: Satu-satunya kekuatan nasional pada saat itu vang
_'mampu memndmgz kekuatan Partai Komunis: indonesia hanyalah Angkatan
-Bersenj_am Repubhk Indonesla khususnya Angkatan Darat.

?uncah E{cmelut polstak daiam penode te;sebut el jadl dengaa meletu i
_ pemberomakan G- 30—8/ PEI, pada; tanggal 10 September 1965 Parta ixar‘sums
yang semula yakm akan Jberhasil dalam me%akukan kudeta, fernyata. meng-
-hadapi keﬂyataan ‘bahwa kekuatan Pancasila yang-intinya adalah Angkatan,
Bersenjata. Republik . Indonesia- mampu  menumpas habis pemberomakan
Partai Komunm ierscbui Hikmah vang paling besar dapat diperoleh dalam
permde ini. adalah bahwa pertentangan ideologi telah membawa bcm,ema na-
sional yang mengakibatkan bangsa Indonesia kehilangan identitasnya Sebagal
negara kesatuan yapg berdasarkan. Pancasila dan UUD 1945, Tragedi temx.buz_
muncui karena selama itu telah terjach penyimpangan terhadap Pancasila dan
UUD i945

_?ERiODE DEMOKRASI PANCASILA, 1966 - SECARANG

Pcngaiaman penualamaia dalam hidup berbangsa, bernegara dan bc;mam
syarakat selama.ini telah membuat sejarah Indonesia modern penuh dengam
konflik-konflik poimk baik yang terjadi dalam masyarakat, lembaga perwa—
Lilan dan bahkan dalam bentuk pemberontakan. Hal tersebut tefah disadari
oieh pimpinan negara Republik Indonesia dalam per iode ini bahwa sebab ter-
dalam adalah penyimpangan terhadap Pancasila dan UUT 1945 sebagai: da—
sar, falsafah dan ideologi bangsa dan negara Republik Indonesia. 3

Oieh sebab itu dssusunlah suatu strategi politik nasional dengan mana ci;—
usahakan pembaharuan politik nasional yang didasarkan Pancasila dan UUD
1945,

ilsaha- usaha pembangunan politik nasional tersebut secara ringkas adaldh
sebagax berikut:!

Pertama, menghancurkan PEI baik secara fisik maupun secara ideologis.
Kedua, konsolidasi pemerintahan dan pemurnian Pancasila dan UUD 1945,
Konsolidasi di bidang pemerintahan dimulaj dengan penangkapan 18 menteri
Kabinet Dwikora yang disempurnakan, dan kemudian dibentukiah Kabinet
Dwikora yang lebih disempurnakan lagi. Sementara itu pada tahun 1966 di-
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selenggarakan Sidang Umum MPRS vang bertujuan menilai kembali per-
kémbangani*kehidupan nasional-pada masa sebelumnya dan IMenyusun ‘ren-
cana ‘pembangunan unfuk masa yang akan datang. Dalam- Sidang Umum
MPRS 'i966_dibahas beberapa hal pokok; vaita: Surat ‘Perintah 11 Maret;
“Kedudukan semua Lembaga-lembaga tingkat Pusat'dan Daerah pada posisi
sebagaimana diatur ‘dalam UUD 1945, Pemilu; Penegasan Kembali Politik
Luar Negeri RI; Peninjauan Kembali Produk Legislatif Negara di luar produk
.. Tap MPRS; Memorandum DPR-GR tentang Tertib Hukumy; Kepartaian, Ke-
‘ormasan dan Kekaryaan; Pembubaran ‘Partai Komunis; Meneliti Kembali
‘Ajaranajaran Bung Karno; Pembinaan Pers ‘dan lain-lain. Ketiga: mengha-
" puskan' dualisme dalam kepemimpinan nasional. Untuk ity maka diselengga-
" rakan Sidatie Tstimewa MPRS 1967 yang mengangkat Jenderal T Seehario
menjadi Pejabat Presiden Ri, serta menghilangkan dualisme tentang penaf-
siran Pancasila dan UUD 1945, Keempar: mengembalikan kestabilan dan me-
rencanakan pembangunan. Pengalaman telah membuktikan bahwa tanpa
adanya kestabilan politik maka tidak mungkin dilakukan pembangunan,
Maka dalam tahap ini stabilitas politik menjadi sasaran antara sebagai sarana
terlaksananya program-program pembangunan vang akan diIaksanakan{_Béf'—
kenaan dengan itu pula diselenggarakan Sidang V. MPRS yang mengang-
kat pengemban Tap IX/MPRS/1966 menjadi Presiden RI. Sementara itu
melalui Tap No. XII/MPRS/1968 dirumuskan tugas pokok Kabinet Pemba-
ngunan yang disebut Panca Krida yaitu: (1) menciptakan stabilitas politik dan
ckonomi; {2} menyusun dan melaksanakan Repelita; (3) melaksanakan Pemi-
lihan Umum; (4) mengembalikan keamanan dan ketertiban masyarakat de-
nga_n 'mefxgﬁ_kis habis sisa-sisa G-30-8/PKI; dan (5) melanjutkan pembersihan
dan penyempurnaan aparatur. : _
Dalam pada itu perlu dicatat pula, meskipun seluruh potensi Orde Baru
telah bertekad melaksanakan Pancasila dan UUL» 1945 secara murni dan kon-
sekuen serta melaksanakan penumpasan G-30-S/PKI dilakukan secara si-
multan, namun hal ini tidak berarti bahwa pertentangan ideologi dalam ma-
syarakat sudah tidak ada sama sekali. Sidang Istimewa MPRS 1967 dan Si-
dang Umum MPRS 1968 menunjukkan adanya gejala percaturan ideclogi
tersebut.

“Menurut Keputusan MPRS No. 1/MPRS/1956 (Tata Tertib MPRS),
MPRS tidak berhak mengubah UUD 1945, namun pada saat menjelang Si-
dang Istimewd MPRS 1967, kepada BP MPRS disampaikan suatu usul tertulis
untuk kemudian diajukan kepada Sidang Pleno MPRS. Isi usul tersebut an-
tara lain:? (1) supaya kewajiban melakukan ibadatnya diwajibkan tidak hanya
bagi pemeluk-pemeluk agama Islam, tetapi bagi pemeluk-pemeluk setiap
agama; (2} supaya pasal | UUD yang menyatakan bahwa Megara RI ada-

Lihal Sufuh AMarhaen, 3 Maret 1957,
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lah Megara Kesaman dan berbentuk Repubiik, ditambah: "’ Agama Resmi Me-
sara ialah Agama Islam sesual dengan agama yang banyak diikuti oleh Bangsa
Indonesia;” {3) supaya Presiden dan. Wakil Presiden *"beragama Isiam” dan
lam-iam Usul 1m tlc}ak d)teﬂma oleh BP MPES. :

Dalam {“:;Ldamu Umum YV MPRS 1968 kcgaga an Komisi II dan III uniui{
mengambil suatwr keputusan, disebabkan oleh hal-hal yang bersifat ideologis-
politis ‘pula. Dalam Sidang Umum MPRS V. ada diedarkan konsep-kensep
vang Aebih konkm dan-lebih mmdetaﬂ mengen'u pehl«sanaan dezﬁ.dm Ja—
karta; mlsainya : : :

__a Ranmp emang Pénemp(m Garis-garis Besar Haluan Negara Hasil Panma
Ad Hoc BP MPRS yang dalam pembukaaunya berbunyi sebiagai berikut:

”151 dan tudjuan kemerdekaan jang diproklamasikan pada tanggal 17 Agusius I945 d1~
tuangkan dalam UUD 1945 jang terdini dari Pembukaan dan Batang Tubuh, dihndass
olah Pamjasala seria Clldjlwai pleh Piagam Djakaria.”

b. Rantap tentang Pelenghkap Penjelasan UUD 1845, seperti juga diusulkan
oleh Panitia Ad Hoc BP. MPRS. Rumusannya adalah sebagai berikut:

"Biapam Djakarta jang semula dipersiapkan sebagai Preambule UUD, setelah mengalaini
beberapa perubahan atas.dasar musiawarah dan mufakat antara golongan-golongan MNa-
sionalis dan Islam, diterima dan disabkan mendjadi Pembukaan UUD Negara Indonesia.
Dengan demikian Piagam Djakarta tertangeal 22 Djuni 1945 ite tetap mendjiwai U_U_D
1945 dan adalah djuga mergpakan suaty rangkaian kesatuan dengan Konstitusi zer-
sebut seperti diregaskan dalam Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/I%G.”

Se;alan dengan gairah untuk melakukan pembaharuan strukeur kehidupan
politik nasional yang bergema sejak tahun 1966, berkembang pula pemikiran
untuk merombak dan menyederhanakan sistem kepartaian, Masalah ini bu-
kan timbul untuk pertama kalinya. Pada tahun 1957 Presiden Soekarno telah
mempunyal konsepa politik vang antara lain bermaksud membubarkan
partai-partai politik, dan memberikan peranan yang lebih besar kepada go-
longan fungsional.

Sebagai langkah awal dari pembaharuan struktur politik, Tap No. XXil/
MPRS/1966 menyatakan tentang Ketetapan Kepartaian, Keormasan dan Ke-
karyaan. Mempertimbangkan bahwa pada dasarnya Megara Republik Indo-
nesia adalah negara vang berkedaulatan rakyat; pelaksanaan kedaulatan
rakyat di dalam lembaga permusyawaratan/perwakilan diisi oleh anggota-
anggota vang dapat mewakili golongan-golongan dari masyarakat; penggo-
longan di dalam masyarakat itu terielma dalam bentuk-bentuk partai, orga-
nisasi massa dan Golongan Karya, yang harus diatur agar penggolongan ter-
sebut dapat merupakan alat demokrasi yang schat sesual dengan UUD 1945;
maka MPRS memutuskan agar pemerintah bersama-sama DPR-GR segera
membunat Undang-Undang vang mengatur kepartaian, keormasan dan kekar-
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yaan yang rﬁeriuj'u'kepa'da penyederhanaan. Problem pembaharuan struktur
;-:pohtak secara kuantitatif maupun kualitatif menjadi salah satu problem po}\ok
vang tidak jarang menﬂandunﬂ kontroversi. e

Persoalan penyederhanaan organisasi politik ini mempunyai akibaz pula
terhadap pemikiran mengenai organisasi kemasyarakatan, seperti Organisasi
:buruh peiani, nelayan, organisasi keagamaan dan organisasi-organisasi. pro-
;'fess dainnya: Dari‘perkembangan yang telah terjadi, tidak jarang terdapat

: -hubungan yang erat antara-organisasi politik dengan organisasi kernasyqra—

kaian. Bahkan hubungan itu dapat bersifat langsung. Terjadilah proses: poh»
[tisqsi organisasi kemasyarakatan, dengan akibat bahwa fungsi dan profesi
'-kemaqvarakaran telah-menjadi alar serta basis pertarungan politik yanﬁ amd{
diwarnai oleh ideclogi golongan. Mengenai hal ini ada dua pemikiran; “pen-
dapaf pertamg, menginginkan agar organisasi kemasyarakatan berdiri sendiri
berdasarkan kepada Kaidah profesi masing-masing, dan tidak terkait dengan
organisasi politik; pendapat kedua, menginginkan agar organigasi profesi di-
biarkan berkembang bebas, termasuk hubungamnyva dengan organisasi polisik,
Di samping dua pendapat tersebut timbullah selanjutnya pandangan vang
menyaiakan bahwa organisasi kemasyaraktan itu harus tetap terikat pada ke-
rangka acuan nasional, yaitu Pancasila, UUD 1945 dan pembangunan na-
sional. Depolitisasi organisasi kemnasyarakatan dalam arti ditariknya ormas
dari partai politik. adalah proses vang harus dilakukan.

Dalam suasana yang masih bergairah melaksanakan pembaharuan kehi-
dupan politik, pada bulan Oktober 1966 Partai Murba direhabilitasi. Semen-
tara itu berdasarkan pertimbangan, bahwa diperlukan wadah bagi peleburan
dan penggabungan ormas-ormas Islam yang belum benar-benar tersalirkan
aspirasi politiknya secara efektif, maka didirikanlah Partai Muslimin In-
donesia (Parmusi) pada tanggal 20 Oktober 1968, Organisasi-organisasi islam
vang mendukung berdirinya partaj tersebut adalah Muohammadiyah, HMI,
P, Alisslivah, HSBI, Gasbindo, PUI dan IPM. Dengan demikian pada awal
Orde Baru terdapat sembilan partai politik, yaitu: (1) Partai Nasional Indo-
nesia; (2) Parmusi; {3) Partai Nahdlatul Ulama; (4) Partai Syarikat Islam In-
donesia; {5} Perti; {6) Parkindo; (7) Partai Katolik Indonesia: (8) IPKI; dan
(%) Partai Murba.

Sebagal bagian pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945, serta Tap MPRS
khususnya dalam melaksanakan kedaulatan rakyat, maka tahun 1575 dilak-
sanakan pemilihan umum. Sebelumnya, pada 7 Pebruari 1970, Presiden
Socharto telah menyerukan kepada partai-partai politik untuk memikirkan
pengelompokan diri di samping adanya Golongan Karya. Pengelompokan
tersebut mempunyai tujuan jangka pendek, yvakni untvk mempertahankan

'1.ihat Pranarka, AWM. ., op, cir.. hal. 302,
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stabilitas nasmnal dan kelancaran Dembangunan Sebagai tajuan, ;angka pan—
jang adai’%h pen jederhaman kepartaian secarg, komu{uswnal sesual dengan
heteiapan Mo, KXH/ MPRS/ 1966 Gag'isan peﬁyederhanaaﬂ partai itn tadak;
hanva’ berarti pengurangan ﬁimlahnyw. tetapi lebih penting darimda HL ada—:
iah pemmb'{kw po]a kﬁi‘jd menuju orieniasi program. '

_ i‘emas’zn‘ g,agasan pe;"igblmsépekm iy, Ple iden Socha;io menyatakaﬁ.
b'shwa dl sampma asas aeas yang dianm bez sama, vam: "-“’fmcasséa dan UEJD

ngumn matcnai maupun spmtual Hams dﬂakmnakan tempi sebagsan partau

_memperguangkan agar aspek aspel{ spmtuz& iemh d;perhaui\an sedangkan se—

bagian lagi mernpeuua%kan ‘teKanan pada §3e,zﬂbaﬂﬁwlan material” '
dasar i\enyataan ini disarankan pembentukan dua kclempok yakni: (a} e
§ompo§s material-spiritual, yang terdiri dari PH, Murba, IPKi Partai Katohk
dan Parkmdo, dan’ (b} kelompok spiritual-material, yang ‘menekankan pem-
bangunan spiritual tanpa mengabaikan aspek marelxa terdisi d'arx NU
Parmusi,’ PSII dan Pem B

Proses pengelompokan tersebut merupakan langkah ke arah penyeder—
hanaan. PMNI antara lain menyatakan bahwa proses ini dalam gradasinya da-
pat berbentuk kerjasama antara partai, kemudian konfederasi dan akhirnya
fusi. Pada ranggal 9 Maret 1970, teriadi realisasi pengelompokan partal, Di-
bentuklah Kelompok Demokrasi Pembangunan yang terdiri dari PNI, Partai
Katolik, Parkindo, IPKI dan Murba. Disnsul dengan pengelompokan Per-
satuan Pembangunan pada tanggal 13 Maret 1970 yang terdini dari MU,
Parmusi, PSI dan Perti. y

Dalam Pemiliban Umum 1971, Golkar sebagai kekuatan sosial politik
vang baru, tampil dalam gelanggang politik nasional dan mendapatkan sudra:
di atas 60% darsi populair vore. -

Kemenangan itu kiranya disebabkan antara lain karena dua hal berikut,
yaitu: pertama, rakyat sndah phodi terhadap partai politik karena selama
beriabun-tahun dengan sistem partai politik tidak mewujudkan stabilitas, ke-
tenangan dan kesejahieraan; kedwa, rakyat menumpahkan harapan dan ke-
percayaannya untuk melaksanakan cita-cita nasional kepada Golkar yang ber-
satu dengan ABRI. Setelah Golkar menang dalam Pemilihan Umum pada
tzhun 1971, maka organisasi-organisasi sosial ditata agar mereka sesuai.de-
ngan semangat untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945, Hal ind meru-
pakan upayza politik untuk membuka jalan ke arzh kegiatan-kegiatan kekar-
vazn. Pengelompekan-pengelompokan berdasar pada kekaryaan akan meng-
akibatkan fungsionalisasi dan profesionalisasi karya, menjadi tulang pung-
cung kegiatan dalam suatu masvarakar vang sedang membangun. Sebagai




baglan mekamsme polmk nasional, di satu pihak ‘Golongan Karya bertugas
unfk menghidupkan ‘dan menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mem_
banﬂun meiaim pembentukan organisasi profesi atau fungsional, karena me-
reka secara Tangsung akan menangani masalah- masalah pembangunan.” :3r:-—
mentara di pihak lain Golongan Karya harus mampu menjadi penvalur as-
'pxrass kepemmoan -kepentingan golongan profesi dan golongan fungsional un-
tuk seiangutnya diperjuangkan dalam tataran politik nasional. Konsep das.ar
penﬂaiuran kerja tersebul, semata-mata uniuk mengadakan diferensias dniara
=wac§al yang berjuang secara politis dan wadah-wadah vang langsung berke-
c;mpung dalam peia%\sanaan pembangunan. Hal tersebut perly dlteﬂaskan
sehab bila tidak, secara ‘berangsur-angsur akan tumbuh l\ecenderungdnm
:kecenderungan lama; yakni tergesernya bentuk-bentuk perivangan ke arah
percaturan politik praktis dengan menggunakan jalur-jalur organisasi kema-
syarakatan sebagal basis-basis formal maupun non-formal, dan mclupakan
tuntutan pembangunan vang sesungguhnya. Dengan pembagian kerja dalam
berbagai wadah-wadah baru ini, masing-masing dengan tugasnya vang nyata
ciiharapkan partisipasi rakyat akan makin meluas dan makin meningkat, ter-
utama dalam rangka pelaksanaan pembangunan, secara teriib dan tertata
bazk :

Kon‘;ep profesionalisasi. dan fungsionalisasi organisasi masyarakat lahir
sebagai reaksi terhadap kesimpangsiuran dalam pela kehidupan kelembagaan
di masyarakat Indonesia, vang terlalu diselubungi olel percaturan 1deologls—
politis. :

Dalam pola kehidupan masyarakat di masa lalu, dan terutama dalam ne-
riode Orde Lama, ierdapa: kesimpangsiuran yang akhirnya bermuara pada
kemacetan-kemacetan serta konflik-konilik destrukiif baik ditinjau dari sudut
politik ‘maupun dari sudut pembangunan. Kelompok-kelompok kekaryaan
tidak lagi berdiri secara independen, tetapi merupakan bagian kelempok-
kelompok ideologi dan politik. Kedudukan organisasi dengan status sebagai

onderbouw” tidak lagi mcnumukkan perbedaan vang jelas antara per-
juangan politis dan perjuangan kekaryaan, Dua gejala vang kurang sehat telah
menandai periode itu. Pertaina, perjuangan kekaryaan menjadi identik de-
ngan perjuangan politik; kedua, perjuangan dan politik itu sendiri hanya be-
rupa perientangan-pertentangan ideclogi, dan sering kali hanya berupa per-
tentangan antara ambisi-ambisi pribadi. Dengan demikian keseluruhan di-
namik dalam masyarakat hanya diwarnai oleh konflik<konflik politik praktig
yvang merusak.

Golongan Karya sebagai realisasi cita-cita pembentukan golongan-go-
longan fungsional dalam lembaga-lembaga masyarakat, melalai perwakilan-
nya di MPR, DPR, dan DPRD mengambil fungsi sebagai pengimbang dan
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-pennarah dcngan satu acuan Jdeologss vaitu Pancasﬂa dan satu acudn kon'stz—-
tusi’ yaizu YuD 1945 Ber%amaan dengan itu pula Go]ongan Karya membuka
jalan” ban ppmbmlui«an Leiomp{)k kelompok kei{aryaan yang hemud;kn_-
beraerak duiam tataran kerga un{uk membangun. Mercka diharapkan menjadi
tulang’ punggu!zg dahm masyarakat yang scdang membangun, vakni sehagal
clemnen-elemen ° yang mcnf,gerakkan rocia pembanﬂunan Kelembagaan:ke:
_ Iemb%ga&n masyarakat yang “baru ini di sampmg ‘sebagai tuntutan per}sem-
- _bang’m jaman itu sendsrs ‘pada dqsamya merupakan konsekuensi logis citat.
gital Orde | Earu Satu cm khas penaeiompokan pangelompokan baru inivada:
lah dllepaskaﬁnya 0rgams‘=s1 orgamsas; assa dari afiliasinya dcngazl pari%-
partai’ poimk Kemud:an secara bersamaan mereka menghimpun diri dalam

resaty wadah ‘baruy dengan satu anggaran dasar dan satu cita-cita perjuangan

yakni “batuk keperitingan - profesinya termasuk kesmahic:aan anggotanya,
dalam rangka berkarya umuk pembanguaan na‘;;onai berdasarkan Pancasﬂa
dan UUD 1945 j i '

; ZMesklpun -arah_.pcmbangﬁnan politik semakin ielas, tetapi politik riil:da-
lam kenyataannya masih mengandung adanya konflik ideologi, terutama an-
tara golongan keagamaan dan golongan kebangsaan. Hal ini muncul pada .
kampanye-kampanye dalam beberapa pemilihan umum yang hampir selalu
diwarnai oleh isyu dan’slogan keagamaan (Islam). Konflik ideologis muncul
dalam Sidang Umum MPR 1973, khususnya dalam usaha menolak Keperca-
vaan terhadap ‘Tuhan Yang Maha Esa dalam GBHN, dan Pendidikan Moral
Pancasila (PMP). Argumentasi-argumentasi yang diajukan tidak mengacau ke-
pada Pancasila melainkan beracuan dari hukum-hukum agama. Agama men-
jadi dalil politik. Konflik ini tampak lebih lanjut dalam membahas RUU Per-
kawinan. Peristiwa Malari 1974 tampaknya juga mengandung latar belakang
ideclogis yang kompleks; baik vang bersifat keagamaan maupun yang bersifat
non-keagamaarn.

Sementara itu dalam perkembangan kehidupan kepartaian, arah kristali-
sasi partai politik menjadi semakin jelas. Pada tahun 1975 telah diberlakukan
Undang-Undang tentang Partai Politik dan Golongan Karya yang meneiap-
kan adanya dua Partai Politik dan Golongan Karya. Untuk kesekian kalinya
konflik ideologi muncul lagi dalam pembahasan itu, meskipun pemunculan-
nya lebih canggih bilamana dibandingkan dengan tahun-tshun sebelumnya.
BDalam membahas masalah RUU Parpol dan Golkar vang menyangkut bidang
ideologi, tuntutan dari pihak partai politik, khususnya PPP, adalzh dican-
tumkannya asas khusus dalam anggaran dasar masing-masing kekuatan sosial
politik. Golkar dan fraksi lain sebagai golongan kebangsaan menganggap ti- -
dak perlu mencantumkan asas khusus ¢i samping asas Pancasila, tetapi go-
longan agama bersikeras mencantumkan asas khusus daiam anggaran dasar-
nya. Akhirnya sebagai kompromi, asas khusus sepaka:r masuk dalam ang-
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garan dasar masing-masing kekuatan sosial politik. Hal ini berani, bahwy se-
suai c%eng_an prinsip hukum, adanya asas khusus menghilangkan asas vang ber-
5if"1i umun. Konsekuensi lebih lanjut, asas Islam akan meniadakan asas Pan-
ms;la Poh pikir ini tampah dalam perkembangan politik selaniutnva, Asm
Ialam dwlam PPP ternyata dimanfaaikan untuk mengeksploitasi agama- dcma
unmk kcpe.mmgan potitik, terutama dalam Pemilihan Umum tahun 1977, dzm
a.hm prakiek politik. kemasyazakaian Kampanye pemilihan umum me-
' manfaatkan ayat-ayat suci keagamaan guna membangkitkan emosi Lia.n dum
ku:}gan rakyal. ’\/isamcmg tidak. jarang bahwa Golkar sebagai kekuatan pt_m-
baha;u yang mempunyai identitas sendiri berdasarkan wawasan lu,banasagn
hamut tenggelam dalam kampanye politik vang bcrsniat kezpamaan. Suuam
ini.terjadi terus sampai dengan menjelang Sidang Umum MPR 1978, di. .mana
semangat Lcamma&n dimanfaatkan umuk tujuan politik sempit. Dalam miasi
ini. kembali masalan sdeelogls mewarnai suasana polilik saat itu; erjadi pe-
nolakan cksistensi Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Mazha Esa dalam
GBHHN, dan penolakan terhadap Rancangan Pedoman Penghavatan dan
Pengamalan Pancasila. Sementara itu melalul forum di luar Majelis dilakukan
usaha mengelola emosi massa dengan berbagai isvu politik, vang diarahkan
Lepada paris singgung vang sama dalam mencapai tajuan politik tertentu,

Kejadian-kejadian semacam itu di satu pihak membuktikan bahwa pen-
bangunan politik vang sudah dijalankan telah membuktikan kemajuan-
kemajuan yang sangai berari. Mamun juga harus diakui bahwa masih ter-
dapat kerawanan-kerawanan baik vang polensial maupun vang rifl vang ha-
kikainya bersifat ideologis. Hal seperti ini masih terjadi pula dalam kampanye
Pemilu pada tahun 1982,

Demnikianlah maka di dalam pidato kenegaraan tanggal 16 Agustus 1982,
Presiden Soehario mengemukakan:

U Adanya asas lain - di samping asas Paneasila -- yang menjadi eiri khas davi partai itu akan
merangsang unsur-uisur ekstrem -- baik dari dalam maupun dari luar — unink lebih menon-
folkan asas yang lain hu pada saat-saal perjuangan politik mencapai bentuknya yang
nyata, seperti pada masa-masa menjelang Pemiliban Umum. Didorong oleh naluri untuk
menunjukkan identitas golongan, maka asas lain inilah - bukan asas Pancasila -- vang di-
tonjoi}\an dalam lxﬂmpanye Ini mudah akan merangsang fanatisme kelompok vang sempit,
yang dapal dimanfaatkan oleh golongan eksirem yang terdapat dalam kelompok vang ber-
sanglutan atav di luarnya, yang sulit dikendalikan. Inilah antara lain vang menjadi scbab
mengapa dalam musim kampanye Pemilu yang lalu, di sana-sini timbul kebringasan vang te-
lah mengarah kepada kekerasan dalam periuangan pelitik, vang akhirnya mendd[angkan
korban Hwa

Berdasarkan pada kenyataan serta belajar dari pengalaman pahit itu, maka semua kekuatan
sostal politik, khususnya Partal Politik sebaiknya banya mengikatkan diri pada asas Panca-
siin. Sava yakin dengan sikap yang demikian partai vang bersangkutan akan dapat semakin
kokoh dan makin memperolch kepercayvaan dari rakyat.




-':Kesampulan kesxmpulan yang dzkemu}\akan oleh Prcsaden itu memang
tarxk: secara tepat dan d1dasarkan atas pcngaiaman sejarah. SR

D1 dalam Sldang l}mum yang d1selenggara§can pach bulan Maret 1983
MPR sepakat menetapkan Pancasiia sebagai satu-satunya asas kekuatan 5051ai. :
politik.: Hal ini-tercantumdalam Ketetapan MPR-RI No. LI/MPR/1933 ten—'
tang GBHN, sebagas berikut::

”Unmk memamapkan stabahtas di bldanq pohuL haruslah diusabakan makin kokohnya
persatuan dan kesatuan bangsa seria makin tegak’ tumbuhnya kehidupan vang l\onsutusmna] )
dermokratis berdasarkan hukum berfandasken UUD 1945, Dalam rangka ini dan demizke-
.lestarian dan pengamalan  Pancasila, kekuatan-kekuatan -sosial politik khususnya. Parta
Pelitik dan Golongan Karya harus benar-bnnar mcn]dciz kekuatan sosial politik vang. I va
berasaskan Pancasila sebagai satu-satunva asas., i samping #u harus makin dsgaiakkan
usaha memasyaml\alkan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila ( P4) vang dalam
“Pelita 111 telah dilaksanakan dengan hasil-hasil vang positif: Usaha usaha i merupakan
bagsan dasi iangkah -lanekah pembaw&,unazz i bxdang polmk 2 Dthawdaig

S_eterusn_ya cﬁkemukakan:

“Peranan kekuatan-kekuatan sostal politik khususnya Partai-partai Politik dan Golor’%gén
Karya sangat penting artinya dalam kehidupan berbangsa.dan bernegara, serta sebagai modal
- - dasar pembangunan nasional, Dalam rangka ini demi kelestarian dan pengamalan Pancasila,

Partai Pelitik dan Golengan Karya harus benar-benar men_]ar}s kekuatan sosial polmk vang
hanya berusas,isan Pancasila, scbagal satu-satunya asas. Selanjuinya perlu ditingkatkan ke-
“giatan dan peranan Partai Politik dan Golongan Karya dalam melaksanakan pcndldlkan po-
“litik serta dalam memperjuangkan aspirasi masvarakat vang berorieniasi kepada program-

- program pembangupan secara injur, sehai danibertanggung Ja\xab demi tercapainya tujuan
nasional.”’

Dalqm pad'l ity MPR bahkan mmegaskarz pemb'm“unan mswnal sebagal
penﬂamaian Pancasila. Dengan ini problem ideologis telzh diberi jawaban se-
cara mendasar.
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CATATAN PENUTUP

thhat dars perkembanﬂaﬂnya sejarah kehidupan organisasi kemasyala—
katan dan partai politik di Indonesia selalu menampakkan adanva suatu pola
tertentu. Bentuk pola tersebur adalah suatn kepelbagaian dalam kesatuan,
atau- plunformlias dalam unitas, yang Ieblh dikenal sebagai kebhmnekcf—
tunggam’man

Daiam dmamlka tersebut ter kandung ‘adanya faktor-faktor yang memben-
uk kebhmnekaan di samping ada pula faktor-faktor vang membentuk ke-
tunggalikaan.: Dalam sejarah pergerakan masional, faktor-faktor yang me-
- macu-Fepada-kebhinnekaan misalnya: paham-paham kedaerahan, ideclogi-
1deoiegs keagamaan maupun non-keagamaan yang datang dari luar, semen-
tara faktor yang memacu ketunggalikaan adalah tumbuhnya ideologi ke-
bangszan yang menopang tampilnya bangsa Indonesia sebagai nation niodern,
Ideclogi Kebangsaan inilah yang secara'mendasar dan menyeluruh mengantar
bangsa Indonesia sampal kepada Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus. 1945,
Ideclogi Kebangsaan ini mampu melandasi semua pihak, mengatasi semna
golongan, nirangkani segala aliran, meninggalkan segala pemisahan dan pem-
bedaan diskriminatif berdasarkan atas kedaerahan, asal-usul, keturunan,
status sosial, agama dan keyakinan, sehingga diajarkeniah dalil semuea biat
satu, dan satu buat semua. Dalam Ideologi Kebangsaan tersebut terkandung
cara berpikir vang sintetis integralistik, yang mempunyai daya untak momaor
dan ngemor kenyataan yang kompleks dan majemuk serta dengan kemam-
puan menehasuri akar-akarnya dan menclusuri pula interaksi, interrelasi, dan
interdépendensinya, sehingga dapat menemukan titik temu yang menyatukan,
mendama:kan secara kreatif.!

; Pada. dasarnya dinamik kebhinnekatunggalikaan mangandung unsur-
unsur yang bersifat menvatukan {integratif) dan unsur-unsur yang bersifat
memisah-pecahkan (disintegratif). Hal itu berarti bahwa bangsa dan negara
akan mengalami keterpisahan dan perpecahan (disintegratif), manakala
unsur-unsur kebhinnekaan diberlakukan ataupun dipaksakan kepada kese-
luruhan. Dalam sejarah perkembangan organisasi kemasyarakatan dan partai
politik, bangsa Indonesia pernah ditempatkan dalam situasi yang demikian.
Pada saat itu keadaan negara labil, karena diliputi dengan keonflik-konflik
politik vang pada dasarnya bersifat ideologis. Kebhinnekaan dalam ideologi
~ khususnya karena dianut ideologi-ideologi vang datang dari iuar, berusaha
memaksakan untuk diberlakukan bagi keseluruban kehidupan bangsa dan

ILihat, Dr. AM.W. Pranarka, Relevansi Ajaran-ajaran Ki Hadjar Dewantara Dewasa Ini dan
Aasa Mendatang, suatu ulasan disampaikan pada saal pengukuhan Konsorsium LPR Sarjana
Wiyata Pericde 1984-1988 di Pendopo Majelis Luhur Pergurusn Taman Siswa, Yogyakarta, tang-
nal 20 Mei 1984,
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masva;akat ~Mamun.ideologi kebangsaan mampu mengatasi sitnasi yang chs—_ x
mtegratsf tersebut dalam satu ikatan persatuan dan kesatuan bangsa danine-
gars ¥nd.onesta seperta tercermin dalam Sumpah. Pemuda ---Pancas:la dan

Konfhk ;dcoiogl yang temads bukan saja memmpa I\ehsdupan poht;k/ -
partat polmk "meldmkaﬂ meluas ke d'iiam kchadupan organisasi kemasya :
' Latan Orgamsas; fungsmﬂal dan profeslonal dalam masyarakat menjadx--'- :
agang pertamngan poImE/ yang amat diwarnai oleh ;deolog: 1cieolog1 sempit.’
Terjadil'lh pzmes poiltssasx Daiam ixcadaan sepern itu, _Qrganisast kemasya- :
rakatan mengadx terkotak- kotak bmi\ dalam orientasi maupun dalam pro-
'orefnfwa, sehmgga sU;r LniLk nﬂcncapas %ccama an’langkah dan kesamaan"'
tujuan, : : :

. Memetik dari pengalaman mengikuti perkembangan organisasi kemasya-
rakatan dan ;aar[al poimk maka suatu kesimpulan vang perlu dikemukakan
adalai& pentmgﬁya dibedakan antara agama dan Jideologi. Selama hal.ini tidak
dllakukan amat, sullt untuk mengtdcnﬂf&kam persoalan. yang tlmbui dalam.
masyarakat Kes;mpulan lain adalah perlunya sikap knus terhadap 1deologs-_
ideplogi ngn- Z\eavamfian vang Iazim datang dari luar, khususnya Barat. Iden-
logi- ideolom Hu mempunyal konteks per}\embangannya sendiri, yang tldak;
selalu sama dengan konteks 1ndone51a .

Sementara inéiaiui ideologi kebangsaan, fakior-fakior kebhinnekaan dapat
du’anvkum daiam &ewnggahi\aan bahkan dsperkaya dan memperkaya Pe»i_
negasan untuk melaksanakan Pancasila dan' UUD 1945 secara murni dan’ Lon-'
sekuen: .merupakan kesimpulan yang tepat dan cermat yang diangkat dari
pengalaman sgjarah. Dari sejarah itu pula bangsa Indonesia belajar bahwa
acuan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara adalah acuan kebangsaan:
dasar negara kebangsaan, konstitusi kebangsaan dan ideologi kebangsaan,

Sidang Umum MPR 1983 dan lima RUU yang sudah diajukan pemerintah
ke DPR, merupakan bagian dari proses sejarah perkembangzan kehidupan or-
eanisasi kemasyarakatan dan partai politik, vang dalam perjalanan sejaran
bangsa Indonesia, perlu pula ditata berdasarkap acuan kebangsazn sebagal
acuan bhinneka tunggal ika. Dalam pasal 2 RUU tentang Organisasi Ke-
masyarakatan itulah ditegaskan Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi se-
mua organisasi kemasyarakatan, dalam arti bahwa Pancasila adalah satu-
satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat-berbangsa dan bernegara.

Dengan semakin dikajinya sejarah perkembangan organisasi kemasyara-
katan dan partai politik, maka pola kebhinnekatunggalikoasn menjadi semakin
jelas dan semakin eksplisit. Dengan cara demikian problematik dalam orga-
nisasi kemasvarakaian dan pariai politik fuea meniadi semakin jelas dan
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gambilang untuk diidentifikasikan. Itu juga berarti bahwa problem ideologi
akan semakin “’dikurangi,” dan salah satu sumber konflik pokok dan me-
nahun-dalam organisasi kemasyarakatan dan partai politik bisa dijauhkan.
Namun demikian bukan berarti bahwa tidak ada masalah lagi. Mungkin sekali
dalam perkembangan yang akan datang muncul persoalan sosial ekonomi dan
mternassonal sebagaa persoalan-persoalan yang mewarnai dinamika politik.
Dugaan ini diperkuat dengan tumbuhnya golongan-golongan menengah se-
bagal akibat“dari pembangunan yang sudah dilakukan, Golongan iersebut
bisa’ melemparkan aspirasi-aspirasi baru khususnya dalam hidang pohnk dan
sosial ekonom; sehmgga bukan tidak mungkin mereka akan mencari saluran-
_saluran aspirasinya melalui ideologi yvang bisa memuat dan mendukung per-
juangannya. Di samping itu pembanginan telah pula membuat bangsa dan
negara kita menjadi lebih diperhitungkan di dalam percaturan internasional.

Kehsdupan masyaral\at -- bangsa dan negara, seperti tampak dalam seja-
rai, selalu sarat dengan konflik, baik vang potensial maupun vang riil, baik
yang Iaten maupun vang tersingkap. Masyarakat yang bhinneka tunggal ika
adalah masyarakat vang tidak luput dari konflik-konflik tersebut. Mamun di
smaiah letak kekuatan alam pikiran khas Indonesia yang mampu menvatukan
dan’ membuat sintesa yang integral dari keterpisahan -- keragaman dan ke-
bhinnekaan. Karena hanya dengan pelaksanaan kehidupan vang runggalika-
fafr, kebhinnekaan bisa dihayati secara berbudaya dan manusiawi, di mana
semua pihak sama harkat dan martabatnya. Alam pikiran itu pulalah yang
telah meIahukan Pancasila. Maka Pancasila sebagai satu-satunya asas akan
m_a_mpu_ mengatasi konflik, sehingga bisa menciptakan keadaan bangsa dan
negara lebih sejahtera.




